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LAMPIRAN : 
PERATURAN KEPALA DAERAH 
KABUPATEN BARRU NOMOR           
27 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2021-2026 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bentuk 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa setiap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ). Renstra PD disusun 

untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran 

setiap Organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi masing – masing OPD. 

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) 

Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan 

kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan; (2) menjamin 

komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan dan sub kegiatan 

yang dibahas secara partisipasif dengan melibatkan semua stakeholders 

pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan 

kegiatan dan sub kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara 

kronologis, sistematis, dan berkelanjutan. Adapun Fungsi Renstra Perangkat 

Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua 

aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan 

datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan 

untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas perangkat daerah.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa Renstra Perangkat 

Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 

Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah 

dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun.  

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021–2026 

merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan 

dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Daerah, pembinaan 

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan 

administratif kepada seluruh perangkat daerah berkewajiban 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang 

dipercayakan kepadanya berdasarkan suatu perencanaan strategik yang 

mensyaratkan adanya pengumpulan informasi secara luas, penentuan 

alternatif dan menekankan implikasi masa depan. Selain itu, Renstra ini 

menjadi dasar evaluasi dan dasar laporan pelaksanaan atas kinerja 

Sekretariat Daerah selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). 

Adapun Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten 

Barru Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, 

penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, 

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir 

Renstra, hingga penetapan Renstra, Sebagaimana yang diamanahkan pada 

pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara hubungan 

antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen lainnya, dapat di lihat 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar 1.1 

Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 

 

 

Gambar 1.2 

Hubungan RPJMD dengan Renstra PD dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran

 
 

Dari gambar tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Renstra 

Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang 

disusun oleh perangkat daerah dengan merujuk pada RPJM Daerah, RPJM 

Nasional, RPJP Daerah, RPJP Nasional serta Renstra Kementrian/Lembaga. 

Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan renja 

perangkat daerah serta menjadi bahan dalam penyusunan RKP Daerah dan 

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusuan RKA perangkat daerah dan 

penyusuan rencana APBD. 
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1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis Sekretariat 

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, antara lain: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Sulawesi ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota; 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Haji; 

12. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 

14. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokoleran; 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan ; 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 
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17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Leembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan 

Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6056); 

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah; 

26. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan 

Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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27. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu 

Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah 

Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2019 Nomor 1114); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

37. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
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38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau; 

39. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah 

Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim 

Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota ; 

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ; 

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 

42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018-2023; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas 

Garongkong Kabupaten Barru; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Barru Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 

2005-2025; 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru 

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 

2021 Nomor 3); 

50. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Barru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Barru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 

Nomor 3). 

   

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya 

suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, 

penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun 

anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian-Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Barru. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan 

dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-

sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan dan sub kegiatan 

pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke 

depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan 

fungsinya dalam dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan 

Misi Pemerintah Kabupaten Barru. 
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Secara Umum, tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

adalah untuk mewujudkan Visi dan mengembang Misi dengan melakukan 

intervensi pada bidang-bidang strategis untuk lima tahun yang akan datang. 

Secara khusus Rencana Strategis ini mempunyai maksud dan tujuan : 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 

b. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pelayanan Sekretariat Daerah 

dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati 

Barru sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan. 

c. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

d. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun 

pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah di masa 

mendatang. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara sistematis Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026 dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, 

landasan hukum, serta sistematika penulisan. 

BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Didalam bab ini akan memuat informasi tentang peran (tugas dan 

fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber 

daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas 

dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas 

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan 

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui 

Renstra Perangkat Daerah ini. 

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan tentang 

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 
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Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program 

Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu 

Strategis. 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran 

yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja 

sasaran 

BAB V.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan 

diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan 

perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. 

BAB VI.  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, program dan kegiatan, target kinerja program dan 

kegiatan dan pendanaan indikatif program dan indikatif. 

BAB VII.  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB VIII. PENUTUP 

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta 

kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan 

evaluasi 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH 

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur pembantu Pimpinan 

Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati bertugas membantu Bupati dalam 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;  

2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;  

4) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada 

Instansi Daerah; dan  

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Adapun susunan organisasi sebelum adanya perubahan struktur 

pada Sekretariat Daerah bejumlah 10 bagian, namun setelah terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

mengamanatkan untuk menyusun kembali Perangkat Daerah berdasarkan 

kewenangan pada setiap urusan pemerintahan. Setelah diadakan revisi 

struktur berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan berubah 

menjadi Sekretariat Daerah Tipe B yang terdiri dari 9 bagian. Dari hasil 

revisi tersebut terdapat beberapa urusan pemerintahan yang berubah 

seperti, urusan pemerintahan bidang pertanahan yang sebelumnya 

diwadahi dalam satu bagian berubah menjadi bidang pada Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan perumpunan urusan 

pemerintahan berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

Kemudian Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa berubah 

menjadi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, P2KB dan P3A. Adapun kewenangan sub urusan pemerintahan yang 

baru dibentuk pada Sekretariat Daerah adalah Bagian Pengadaan Barang 

dan Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap 
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uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, 

lokasi dan penyedia, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil 

dan usaha menengah, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan 

barang/jasa hasil penelitian.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka struktur organisasi Sekretariat 

Daerah telah revisi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah. Pada hasil pembetukannya, terdapat 

beberapa kewenangan urusan Pemerintahan yang sebelumnya ada pada 

Sekretariat Daerah pindah ke Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Sama 

halnya dengan kewenangan urusan Pemerintahan yang sebelumnya berada 

pada Organisasi Perangkat Daerah yang lain, ditarik kedalam Sekretariat 

Daerah sebagai fungsi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi. 

 

A. Tugas dan Fungsi 

A.1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau biasa disebut 

Asisten I dipimpin oleh Asisten yang mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah dalam penyusunan kebijakan bidang pemerintahan dan hukum, dan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan, 

hukum dan kesejahteraan rakyat. Asisten I memiliki tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat  sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan 

dan hukum; 

g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang 

Kesejahteraan Rakyat; 

h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat daerah 

bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat; 
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i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah bidang Pemerintahan dan Hukum; 

j. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat; 

k. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 

pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur bidang 

Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat; 

l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi; 

m. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat serta memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

o. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

bidang Pemerintahan, hukum, dan Kesejahteraan Rakyat yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

I. Bagian Pemerintahan 

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan   daerah,   pengoordinasian   

pelaksanaan   tugas Perangkat  daerah,   pemantauan  dan   evaluasi  

pelaksanaan  kebijakan daerah, pelaksanaan    pembinaan    

administrasi    bidang    administrasi pemerintahan, administrasi 

kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama. Bagian Pemerintahan 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pemerintahan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi 

daerah; 

g. menyiapkan  bahan  pengoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah 

bidang administrasi   pemerintahan,   administrasi   kewilayahan   dan 

kerjasama dan otonomi daerah; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan 

dan kerjasama dan otonomi daerah; 

i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan,  dan factor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah; 

j. j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi bidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama 

dan otonomi daerah; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian Pemerintahan; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian 

Pemerintahan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

 

II. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar 
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dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental 

spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan 

rakyat pelayanan dasar; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar 

dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non 

pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;  

i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non 

pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;  

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan 

kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 
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III. Bagian Hukum 

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan 

informasi. Bagian Hukum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian Hukum untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental 

spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan 

informasi; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi 

dan informasi;   

i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, 

dokumentasi dan informasi;   

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian hukum; 
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m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

A.2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau biasa disebut Asisten II 

dipimpin oleh Asisten yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah 

dalam penyusunan kebijakan bidang pemerintahan dan hukum,  dan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan 

Jasa. Asisten II memiliki tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah di bidang 

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, 

pengadaan barang dan jasa; 

g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan daerah di 

bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi 

pembangunan, pengadaan barang/jasa; 

h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat daerah di 

bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi 

pembangunan, pengadaan barang/jasa; 

i. menyelenggarakan  pemantauan  dan  evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 

administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa; 

j. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan daerah terkait pencapaian 
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tujuan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber 

daya alam, administrasi pembanguna, pengadaan barang/jasa; 

k. menyelenggarakan Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 

pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di 

bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi 

pembangunan, pengadaan barang/jasa; 

l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi; 

m. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi 

pembangunan, pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

IV. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya 

alam. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas dan 

fungsi : 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya 

Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 
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e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan 

BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya 

alam; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan 

sumber daya alam;   

i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan 

sumber daya alam;   

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian 

dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

V. Bagian Administrasi Pembangunan 

Bagian Administrasi Pembangunan  dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, 

pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas 

tersebut Bagian Adminitrasi Pembangunan mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan  

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian  Administrasi Pembangunan  untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

penyusunan program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang penyusunan program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian, evaluasi, dan 

pelaporan;   

i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian, evaluasi, dan 

pelaporan;   

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

penyusunan program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian Administrasi Pembangunan; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian 

dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

VI. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
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pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa. Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian  Pengadaan Barang/Jasa untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 

barang/ jasa; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang/jasa;   

i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang/jasa;   

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
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l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian 

dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

A.3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

Asisten Administrasi Umum atau biasa disebut Asisten III dipimpin oleh 

Asisten yang yang mempunyai tugas membantu tugas Sekretaris Daerah 

melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan   tugas Perangkat Daerah,  pemantauan  dan  

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, 

protokol dan komunikasi pimpinan. Asisten III memiliki tugas sebagai 

berikut:  

a. menyusun rencana kegiatan Asisten Admnistrasi Umum sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Asisten Admnistrasi Umum untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah bidang Umum, 

Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang 

Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

j. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi 
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pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Organisasi, Protokol 

dan Komunikasi Pimpinan; 

k. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 

pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur bidang 

Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi; 

m. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam 

lingkungan Asisten Administrasi Umum; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Asisten Administrasi 

Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan. 

 

VII. Bagian Organisasi 

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi di Bidang Kelembagaan Dan Analisis Jabatan, Tatalaksana dan 

Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi Dan Kinerja. Bagian Organisasi 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :  

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian Organisasi untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
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f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, 

Reformasi Birokrasi dan Kinerja; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tatalaksana dan Pelayanan 

Publik, Reformasi Birokrasi dan Kinerja; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tatalaksana dan 

Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Kinerja;   

i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tatalaksana 

dan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Kinerja;   

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, 

Reformasi Birokrasi dan Kinerja; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian Organisasi; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

VIII. Bagian Umum 

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan 

dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, Sekretariat Daerah, staf ahli 

dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Bagian 

Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian Umum untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

a. menyiakan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha 

pimpinan, Sekretariat Daerah, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, 

rumah tangga dan perlengkapan; 

f. menyiakan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata 

usaha pimpinan, Sekretariat Daerah, staf ahli dan kepegawaian, 

keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; 

g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

h. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian Umum; 

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan  

j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

IX. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan 

dokumentasi. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas 

dan fungsi sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang protokol, 

komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 

g. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;   

i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;   

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai hasil kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

B. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Barru. Susunan Organisasi Sekretariat 

Daerah itu sendiri terdiri dari :  

a. Sekretaris Daerah 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi ; 

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

2. Bagian   Kesejahteraan   Rakyat,   terdiri   atas   Kelompok   

Jabatan Fungsional; dan 

3. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.  
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c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : 

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional; 

2. Bagian  Administrasi  Pembangunan,  terdiri  atas  Kelompok  

Jabatan Fungsional; dan 

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan  

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas: 

1. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; 

2. Bagian Umum terdiri atas: 

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli 

dan Kepegawaian; 

b) Subbagian Keuangan; dan 

c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas: 

a) Subbagian Protokol; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional; 
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Gambar 2.1. 

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
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2.2 SUMBER DAYA  PERANGKAT DAERAH 

Sumberdaya Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dapat dilihat dari 

jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sarana dan prasarana yang ada. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Barru sampai Januari 2021 berjumlah 92 orang dengan perincian sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 
PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan 

ORGANISASI 

GOLONGAN  
JUMLAH 

IV III II I 

Sekretariat Daerah 
Asisten Pemerintahan dan Kesra 
Asisten Perekonomian dan Pemb 
Staf Ahli 
Bagian Pemerintahan 

- Kepala Bagian  

- Kepala Sub Bagian 
- Staf PNS 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

- Kepala Bagian 
- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 
Bagian Hukum  

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 
- Staf PNS 

Bagian Perekonomian & SDA 

- Kepala Bagian 
- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 
Bagian Administrasi Pembangunan 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 
- Staf PNS 

Bagian Pengadaan Barang & Jasa 

- Kepala Bagian 
- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 
Bagian Umum 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 
Bagian Protokol & Komn.Pimpinan 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 
- Staf PNS 

Bagian Organisasi 

- Kepala Bagian 
- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

1 
1 
1 
3 
 
1 
- 
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1 
- 
- 
 
1 
1 
- 

 
1 
- 
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1 
- 
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Tabel 2.2 
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal/Ijazah 

ORGANISASI 

 PENDIDIKAN 

JUMLAH 

S3 S2 S1 D1/2/3/4 SMU SMP SD 

Sekretariat Daerah 

Asisten Kesejahteraan Rakyat 

Asisten Perekonomian 

Asisten Administrasi Umum 

Staf Ahli 

Bagian Pemerintahan 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

Bagian Hukum  

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

Bagian Perekonomian & SDA 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

Bagian Administrasi 

Pembangunan 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

Bagian Pengadaan Barang & 

Jasa 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

Bagian Umum 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

Bagian Protokol & Komunikasi 

Pimpinan 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

Bagian Organisasi 

- Kepala Bagian 

- Kepala Sub Bagian 

- Staf PNS 

1 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

2 

 

- 

2 

- 

 

- 

2 

1 

 

- 

2 

- 

 

1 

1 

- 

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

1 

3 

- 

 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

 

1 

1 

2 

 

- 

1 
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Tabel 2.3. 

Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

 

NO URAIAN JUMLAH NILAI 

 
A.   Alat Angkut 

  

1 Sepeda Motor 193  Rp    2.838.142.555 

2 Jeep 9  Rp     2.440.500.000 

3 Pick Up 2  Rp      176.431.667 

4 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 35  Rp     5.312.264.965 

5 Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain 5 Rp        100.000.000 

6 
kendaraan dinas bermotor perorangan  lainnya 
(dst) 

5  Rp 2.041.118.666 

7 Mobil Ambulance 2  Rp        114.462.500 

8 Mobil Jenazah 1 Rp            8.500.000 

9 Station Wagon 4  Rp 1.300.306.667 

10 Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) 2  Rp 689.356.667 

11 Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) 35  Rp 5.312.264.965 

12 Sedan 3  Rp 1.296.449.046 

13 Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain 1 Rp        302.500.000 

 
Total 297  Rp21.932.297.698 

    

 
B.   Alat Kantor & Rumah Tangga 

  

1 
Elevator /Lift  
(Passenger). Kap. 13 Person; 7 Stop ; 60 mpm. 
Interior Standard) 

1  Rp 2.988.130.994 

2 Pompa Air 4  Rp 14.697.000 

3 Trolly Car/Lori 1 Rp            4.000.000 

4 Kursi Kerja 12 Rp          58.120.000 

5 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain 3 Rp          21.840.454 

6 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 Rp            3.300.000 

7 Meja Makan 12 Rp        127.509.200 

8 Meja Rapat 3 Rp          20.600.000 

9 Meja Tamu Ruangan Biasa 3 Rp          31.700.000 



 

 

 

32 

  

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2021-2026 

10 Meja Tulis 1 Rp               600.000 

11 Taplak Meja 1 Rp            5.000.000 

12 Sofa 6 Rp          63.525.000 

13 Rak Besi/Metal 2 Rp            2.614.000 

14 Kipas Angin 3 Rp            2.550.000 

15 Rak Besi/Metal 1 Rp            8.000.000 

16 Rak Kayu 2 Rp          10.085.300 

17 Lemari Makan 4 Rp          55.230.000 

18 Lemari Kayu 3 Rp            4.299.500 

19 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 18 Rp          63.427.650 

20 Mesin Pompa Air 4 Rp          14.697.000 

21 Meja Kayu/Rotan 3 Rp          18.323.922 

22 Kursi Besi/Metal 1 Rp            3.500.000 

23 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 2 Rp          33.306.900 

24 Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 2 Rp          38.500.000 

25 Tempat Tidur Kayu (lengkap) 16 Rp        284.582.600 

26 Kursi Rapat 5 Rp          64.518.500 

27 Kursi Tamu 7 Rp        200.888.500 

28 Kursi Biasa 1 Rp          25.500.000 

29 Meja Komputer 3 Rp            1.874.150 

30 Kasur 5 Rp          17.000.000 

31 Genset 1 Rp          35.000.000 

32 Meja Bundar 1 Rp            4.375.000 

33 Meja Komputer 1 Rp            1.700.000 

34 Lemari Pakaian 2 Rp            9.000.000 

35 Gordyn 11 Rp          73.970.000 

36 Karpet 3 Rp          28.500.000 

37 Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 3 Rp            7.750.000 

38 Lemari Pakaian 9 Rp        113.978.700 
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39 Tempat Tidur Busa (Springbad) 9 Rp        291.273.700 

40 Alat Hiasan 1 Rp            4.600.000 

41 Oven Listrik 1 Rp            6.500.000 

42 Mesin Parutan Kelapa 1 Rp               211.900 

43 Rak TV 5 Rp          22.208.800 

44 Kursi Teras 9 Rp          44.706.250 

45 Alat Pengukur Waktu Lain-lain 1 Rp            1.542.500 

46 Mesin Cuci 5 Rp          30.131.618 

47 Karpet 5 Rp          33.545.000 

48 Alat Pembersih Lain-lain 2 Rp          38.046.500 

49 Rak Jemuran 3 Rp            7.324.790 

50  Lemari Es  6 Rp          55.004.800 

51 AC Unit 3 Rp          96.900.000 

52 AC Split 20 Rp        193.912.977 

53 Kompor Gas 6 Rp            7.200.000 

54 Mesin Absensi 2 Rp          10.500.000 

55 Alat Dapur Lainnya 3 Rp            7.700.000 

56 Meja Baca 1 Rp            4.000.000 

57 Tabung Gas 6 Rp            4.830.000 

58 Alat Dapur Lain-lain 2 Rp            3.675.000 

59 Dispenser 7 Rp          16.008.200 

60 Tangga Alumunium 2 Rp          10.110.000 

61 Rice Cooker 1 Rp               575.000 

62 Alat Prasmanan 5 Rp          45.620.000 

63 Tandon Air 2 Rp            7.200.000 

64 Rak Piring 3 Rp          13.609.500 

65 Lambang Garuda Pancasila 1 Rp            1.807.600 

66 Kaca Hias 2 Rp            5.350.000 

67 Alat Rumah Tangga Lain-lain 8 Rp          52.937.400 
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68 Bangku Tunggu 1 Rp            3.400.000 

69 Kursi Lipat 1 Rp            1.800.000 

70 Seprei 2 Rp            5.115.000 

71 Rak Sepatu 1 Rp            7.500.000 

72 Printer 21 Rp          62.879.000 

73 Keyboard 2 Rp            1.194.600 

74 Facsimile 1 Rp            2.310.000 

75 Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 1 Rp            6.000.000 

76 Monitor 3 Rp            5.080.000 

77 UPS 9 Rp          15.550.000 

78 Personal Komputer Lain-lain 1 Rp            5.275.000 

79 P.C Unit/ Komputer PC 19 Rp        164.092.000 

80 Lap Top 19 Rp        155.370.000 

81 Note Book 7 Rp          46.677.250 

82 Lemari Buku untuk Perpustakaan 1 Rp               800.000 

83 Buffet Kayu 3 Rp          10.000.000 

85 Lampu Hias 1 Rp            1.500.000 

86 Microphone/Wireless Mic 3 Rp            8.284.300 

87 White Board 1 Rp            1.395.000 

88 Stand Microphone 1 Rp            2.902.200 

89 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 1  Rp 6.000.000 

90 
Lemari Besi/Metal (lemari untuk sound/tv 
costum) 

2 
 Rp           
11.000.000 

91 Lemari Kayu 21  Rp 184.790.449 

92 Rak Besi 12  Rp 37.044.200 

93 Nakas Jepara 1  Rp 1.585.300 

94 Rak Buku 1  Rp 8.500.000 

95 Filing Cabinet Besi 9  Rp 26.575.000 

96 Brandkas 1 
 Rp          
10.000.000 

97 Kardex Kayu 1  Rp 998.600 



 

 

 

35 

  

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2021-2026 

98 Lemari Kaca 2  Rp 4.450.000 

99 Lemari Makan 5  Rp 57.690.000 

100 White Board 1  Rp 1.395.000 

101 Mesin Absensi 3  Rp 21.000.000 

102 Alat Kantor Lainnya 23  Rp 102.486.554 

103 Meja Kerja Kayu 34  Rp 177.640.261 

104 Kursi Besi/Metal 7  Rp 385.771.500 

105 Kursi Kayu 6  Rp 58.879.400 

106 Meja Rapat 6  Rp 74.760.447 

107 Tempat Tidur Besi 19  Rp 320.120.500 

108 Tempat Tidur Kayu 25  Rp 480.017.400 

109 Meja Tambahan 2  Rp 6.370.000 

110 Meja Panjang (Meja Baca Perpustakaan) 1  Rp 4.000.000 

111 Meja Bundar 2  Rp 11.965.000 

112 Meja 1/2 Biro 12  Rp 27.199.800 

113 Kasur/Spring Bed 5  Rp 17.000.000 

114 Meja Makan Besi 19  Rp 208.101.200 

115 Meja Makan Kayu 1  Rp 11.590.000 

116 Kursi Fiber Glas/Plastik 500  Rp 60.000.000 

117 Kursi Rapat 20  Rp 92.268.500 

118 Kursi Tamu 13  Rp 247.898.500 

119 Kursi Biasa 23  Rp 80.906.250 

120 Bangku Tunggu 1  Rp 3.400.000 

121 Kursi lipat 7  Rp 6.510.000 

122 Meja Komputer 5  Rp 5.174.150 

123 Partisi 2  Rp 4.757.000 

124 Rak Sepatu ( Almunium ) 2  Rp 8.180.000 

125 Sofa 20  Rp 376.626.000 

126 Meubeleur lainnya 30  Rp 230.654.200 
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127 Jam Dinding 1  Rp 1.542.500 

128 Jam Elektronik 1  Rp 8.000.000 

129 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 5  Rp 19.038.200 

130 Mesin Pemotong Rumput 2  Rp 9.422.000 

131 Mesin Cuci 6  Rp 33.731.618 

132 Alat Pembersih lainnya 21  Rp 46.536.500 

133 Lemari Es 14  Rp 109.203.800 

134 A.C. Window 24  Rp 337.386.000 

135 A.C. Split 42  Rp 1.174.580.953 

136 Kipas Angin 8  Rp 59.295.600 

137 Exhause Fan 12  Rp 24.196.624 

138 Up Right Chiller/Frezzer 1  Rp 7.539.000 

139 Alat Pendingin lainnya (AC Standing Floor) 17  Rp 372.600.000 

140 Kompor Gas (Alat Dapur) 14  Rp 15.020.000 

141 Rice Cooker (Alat Dapur) 5  Rp 4.200.000 

142 Oven Listrik 1  Rp 6.500.000 

143 Kitchen Set 1  Rp 89.000 

144 Tabung Gas 7  Rp 5.330.000 

145 Treng Air/Tandon Air 3  Rp 9.300.000 

146 Mesin Parutan Kelapa 1  Rp 211.900 

147 Rak Piring Alumunium 5  Rp 20.105.500 

148 Alat Dapur lainnya 129  Rp 192.192.800 

149 Televisi 30  Rp 177.024.400 

150 Alat Hiasan 13  Rp 20.600.000 

151 Lambang Garuda Pancasila 1  Rp 1.807.600 

152 Seterika 1  Rp 645.000 

153 Water Filter 2  Rp 127.800.000 

154 Tangga Aluminium 4  Rp 12.110.000 

155 Kaca Hias 2  Rp 5.350.000 
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156 Dispenser 20  Rp 42.793.200 

157 Mimbar/Podium 1  Rp 3000.000 

158 Handy Cam 8  Rp 92.934.925 

159 Karpet 20  Rp 52.860.000 

160 Alat Pemanas Ruangan 6  Rp 1.100.400 

161 Lampu 358  Rp 313.654.410 

162 Bracket Standing Peralatan 15  Rp 6.300.000 

163 Alat Rumah Tangga Lain-lain 85  Rp 751.097.843 

164 Generator 2  Rp 635.476.677 

165 Komputer Jaringan lainnya 1  Rp 5.275.000 

266 P.C Unit 43  Rp 333.305.390 

167 Lap Top 64  Rp 554.840.000 

168 Note Book 9  Rp 50.027.250 

169 CPU (Peralatan Personal Komputer) 1  Rp 6.989.600 

170 Monitor 6  Rp 8.120.000 

171 Printer (Peralatan Personal Komputer) 69  Rp 233.031.040 

172 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 6  Rp 26.897.200 

173 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 2  Rp 1.194.600 

174 External/ Portable Hardisk 1  Rp 1.750.000 

175 Server 1  Rp 40.015.000 

176 Hub 1  Rp 8.408.468 

177 
Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil 
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 

1  Rp 11.234.000 

178 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 5  Rp 15.000.000 

179 Meja Kerja Pejabat lain-lain 1  Rp 3.866.046 

180 
Meja Rapat Pejabat Eselon I/Wakil 
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 

1  Rp 24.230.000 

181 
Meja Tamu Ruangan Tunggu 
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 

5  Rp 35.640.000 

182 Meja Tamu Biasa 3  Rp 31.700.000 

183 Meja Operator 1  Rp 34.937.249 

184 
Kursi Kerja 
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 

1  Rp 7.700.000 
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185 
Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil 
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 

1  Rp 7.795.500 

186 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2  Rp 11.350.000 

187 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2  Rp 6.000.000 

188 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3  Rp 3.300.000 

189 Kursi Kerja Pejabat lainnya 40  Rp 132.925.404 

190 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III 4  Rp 42.400.000 

191 
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon 
I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil 
Walikota 

1  Rp 3.304.000 

192 
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I/Wakil 
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 

1  Rp 2.200.000 

193 Lemari Buku Untuk Perpustakaan 1  Rp 800.000 

194 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 8  Rp 20.250.000 

195 Buffet Kayu 5  Rp 16.100.000 

196 Rak Peralatan 23  Rp 11.824.790 

 Total 2.429  Rp15.752.642.453 

    

 
C.   Alat Studio & Alat Komunikasi 

  

1 Global Positioning System 1  Rp 8.000.000 

2 Mixer PVC 1  Rp 4.700.000 

3 CCTV - Camera Control Television System 8  Rp 101.797.784 

4 LCD Projector/Infocus 1  Rp 5.416.244 

5 Focusing Screen/Layar LCD Projector 5  Rp 26.600.500 

6 Loudspeaker 26  Rp 64.254.238 

7 Sound System 8  Rp 247.442.800 

8 Wireless 2  Rp 19.530.000 

9 Microphone 2  Rp 29.677.800 

10 Audio Amplifier 2  Rp 8.504.800 

11 Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio) 2  Rp 13.067.586 

12 Audio Tone Generator 1  Rp 2.613.518 

13 Audio Visual 1  Rp 5.346.512 

14 Intercom Unit 3  Rp 3.000.000 
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15 Microphone/Wireless MIC 16  Rp 63.534.800 

16 Microphone/Boom Stand 7  Rp 2.902,200 

17 Audio Master Control Unit 7  Rp 2.983.463 

18 Uninterruptible Power Supply (UPS) 26  Rp 52.557.500 

19 Power Amplifier 2  Rp 11.879.620 

120 Terminal Board 7  Rp 12.679.758 

121 Screen Proyektor Bermotor 2010 1  Rp 9.500.000 

122 Mesin Faxsimail Panasonic 2011 1  Rp 1.338.000 

123 Wearless Merk Weston 2013 1  Rp 7.500.000 

124 Camera Electronic 1  Rp 7.200.000 

125 Video Monitor 93  Rp 2.081.271.300 

126 
Power Supply (Peralatan Studio Video Dan 
Film) 

1  Rp 16.960.669 

127 Stabilizing Amplifier 5  Rp 6.420.000 

128 Lensa Kamera 3  Rp 38.350.000 

129 Mixer PVC 2  Rp 10.461.618 

130 Layar Film/Projector 7  Rp 51.478.200 

131 Motor Driver 1  Rp 2.969.905 

132 Telephone (PABX) 1  Rp 40.921.207 

133 Pesawat Telephone 1  Rp 1.650.000 

134 Facsimile 1  Rp 2.310.000 

135 alat komunikasi telephone  lainnya (dst) 1  Rp 5.000.000 

136 alat komunikasi radio hf/fm  lainnya (dst) 16  Rp 31.893.000 

137 Wireless Amplifier 2  Rp 12.370.000 

138 Portable Reporter Link 1  Rp 9.200.000 

139 peralatan antena shf/parabola  lainnya (dst) 1  Rp 5.600.000 

140 Receiver STL/VHF ( FM) 10  Rp 3.500.000 

141 TV Monitor 2  Rp 11.872.468 

42 Distiling Apparatus 9  Rp 171.708.000 

 Total 289  Rp 3.213.064.192 
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 D.   Alat Persenjataan / Keamanan   

1 Pistol 1  Rp        56.580.000 

2 CCTV 3  Rp        30.000.000 

3 Camera Video 7  Rp 53.293.625 

4 Detektor Kebakaran 7  Rp 1.177.176 

5 Panel Pengontrol Kebakaran 60  Rp 14.350.380 

6 Tombol Kebakaran/Alarm 21  Rp 5.101.110 

7 Fire Extinguisher 14  Rp 13.341.426 

8 Fire Alarm System 1  Rp 12.332.418 

 Total 114  Rp 186.176.135 

 

Berdasarkan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

dan jumlah aparat yang tersedia telah mencukupi untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, namun belum efektif mengingat struktur 

jabatan yang ada belum semua terisi, disamping itu belum memiliki 

perencana yang mengisi jabatan sebagai fungsional perencana. Selain itu 

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sangat ditentukan oleh 

kualitas sumberdaya aparat.  Salah satu kendala yang dihadapi adalah 

sebagian besar aparat belum mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis 

substantif. 

  Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas 

yang tersedia cukup memadai, dengan demikian yang perlu diperhatikan 

adalah optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
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2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.4 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

 

N
o 

Indikator 
Kinerja sesuai 

tugas dan 
fungsi SKPD 

Target 
NSPK 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra SKPD 
  

Realisasi Capaian 
  

Persentase Capaian 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Tingkat 
Capaian Rasio 
Efektifitas  
Penanggulanga
n Kemiskinan 

   SE SE SE SE SE           

 Persentase 
kontribusi 
penanggulangan 
kemiskinan 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Cakupan 
Perumusan 
Kebijakan pada 
Lingkup Daerah 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakaan 

Bagian 
Pertanahan 

   2 
Kebij
akan 

- - - - 2 
Kebij
akan 

- - - - 100 - - - - 

 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakan 
Bagian 
Pemerintahan 
Kecamatan, 
Kelurahan dan 
Desa 

   27 
Kebij
akan 

- - - - 27 
Kebij
akan 

- - - - 100 - - - - 
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 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakan 
Bagian 
Pemerintahan 
dan Otoda 

   5 
Kebij
akan 

8 
Kebij
akan 

8 
Kebij
akan 

8 
Kebij
akan 

8 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

8 
Kebija
kan 

8 
Kebij
akan 

8 
Kebij
akan 

8 
Kebij
akan 

100 100 100 100 100 

 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakaan 
Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat 

   16 
Kebij
akan 

16 
Kebij
akan 

12 
Kebij
akan 

12 
Kebij
akan 

12 
Kebij
akan 

16 
Kebij
akan 

16 
Kebija
kan 

12 
Kebij
akan 

12 
Kebij
akan 

12 
Kebij
akan 

100 100 100 100 100 

 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakaan 
Bagian Hukum 

   81 
Kebij
akan 

81 
Kebij
akan 

20 
Kebij
akan 

20 
Kebij
akan 

20 
Kebij
akan 

81 
Kebij
akan 

81 
Kebija
kan 

20 
Kebij
akan 

20 
Kebij
akan 

20 
Kebij
akan 

100 100 100 100 100 

 Jumlah 
Perumusan 

Kebijakaan 
Bagian 
Perekonomian 
dan Sumber 
daya Alam 

   3 
Kebij

akan 

3 
Kebij

akan 

3 
Kebij

akan 

- - 3 
Kebij

akan 

3 
Kebija

kan 

3 
Kebij

akan 

- - 100 100 100 - - 

 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakaan 
Bagian 
Administrasi 
Pembangunan 

   10 
Kebij
akan 

7 
Kebij
akan 

4 
Kebij
akan 

- - 10 
Kebij
akan 

7 
Kebija
kan 

4 
Kebij
akan 

- - 100 100 100 - - 

 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakaan 
Bagian 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

   - - 2 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

6 
Kebij
akan 

- - 2 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

6 
Kebij
akan 

- - 100 100 100 
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 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakaan 
Bagian Umum 

   86 
Kebij
akan 

87 
Kebij
akan 

87 
Kebij
akan 

2 
Kebij
akan 

2 
Kebij
akan 

86 
Kebij
akan 

87 
Kebija
kan 

87 
Kebij
akan 

2 
Kebij
akan 

2 
Kebij
akan 

100 100 100 100 100 

 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakaan 
Bagian Humas 
dan Protokol 

   6 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

6 
Kebij
akan 

5 
Kebija
kan 

5 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

5 
Kebij
akan 

100 100 100 100 100 

 Jumlah 
Perumusan 
Kebijakaan 
Bagian 
Organisasi 

   39 
Kebij
akan 

69 
Kebij
akan 

11 
Kebij
akan 

9 
Kebij
akan 

4 
Kebij
akan 

39 
Kebij
akan 

69 
Kebija
kan 

11 
Kebij
akan 

9 
Kebij
akan 

4 
Kebij
akan 

100 100 100 100 100 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian 
Pertanahan 

   2 
Koor
dinas

i 

- - - - 2 
Koor
dinas

i 

- - - - 100 
 

- - - - 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian 

Pemerintahan 
Kecamatan, 
Kelurahan dan 
Desa 

   3 
Koor
dinas

i 

- - - - 3 
Koor
dinas

i 

- - - - 100 
 

- - - - 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian 
Pemerintahan 
dan Otoda 

   2 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

2 
Koor
dinas

i 

3 
Koordi
nasi 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

100 100 100 100 100 
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 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat 

   12 
Koor
dinas

i 

12 
Koor
dinas

i 

12 
Koor
dinas

i 

12 
Koor
dinas

i 

12 
Koor
dinas

i 

12 
Koor
dinas

i 

12 
Koordi
nasi 

12 
Koor
dinas

i 

12 
Koor
dinas

i 

12 
Koor
dinas

i 

100 100 100 100 100 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian Hukum 

   3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koordi
nasi 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

100 100 100 100 100 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian 
Perekonomian 
dan SDA 

   3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koordi
nasi 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

100 100 100 100 100 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian 
Administrasi 
Pembangunan 

   3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koordi
nasi 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

100 100 100 100 100 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian 
Pengadaan 
Barang dan 
Jasa 

   - - 3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

- - 3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

- - 100 100 100 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian Umum 

   3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koordi
nasi 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

100 100 100 100 100 
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 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian Humas 
dan Protokol 

   3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koordi
nasi 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

3 
Koor
dinas

i 

100 100 100 100 100 

 Cakupan 
Penyelenggaraa
n Koordinasi  
Administrasi 
Bagian 
Organisasi 

   5 
Koor
dinas

i 

5 
Koor
dinas

i 

5 
Koor
dinas

i 

5 
Koor
dinas

i 

5 
Koor
dinas

i 

5 
Koor
dinas

i 

5 
Koordi
nasi 

5 
Koor
dinas

i 

5 
Koor
dinas

i 

5 
Koor
dinas

i 

100 100 100 100 100 

3 Indeks 
Efektifitas 
Dukungan 
Operasional 
Pelaksanaan 
Tugas dan 
Fungsi 
 

   SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

 Persentase  
Capaian Kinerja 
Sekretariat 
Daerah 

   n/a 91,2
3 

93,9
8 

94,1
1 

94,5
6 

n/a 91,23 93,9
8 

94,1
1 

94,5
6 

100 100 100 100 100 

 Nilai Hasil 
Evaluasi SAKIP 
pada Sekretariat 
Daerah 

   D D C CC B D D C C C 100 100 100 50 50 
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2.4 ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH 

Kinerja pelaporan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, juga dijabarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi anggaran pembangunan sebagaimana 

terlihat pada tabel berikut.  

Tabel 2.5 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

Tahun Anggaran 2016-2021 
 

No 
Jenis 

Belanja 

Anggaran Tahun (Rp.000) Realisasi Anggaran Tahun (Rp.000) Persentase Capaian Tahun Ke- (%) 
Rata-Rata 

Pertumbuhan 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi 

1 
Belanja 
Tidak 
Langsung 

                 

  
a. Belanja 
Pegawai 

9.179.077.710  
 

7.381.669.342 6.258.248.726 6.866.098.132 9.889.087.322 7.558.309.328 6.783.424.511 6.093.957.087 6.309.667.620 5.088.821.951 82,34 91.89 97,37 91,89 51.45 0,0188 (0,0942) 

2 
Belanja 
Langsung 

                 

  
a. Belanja 
Pegawai 

16.800.000 16.307.000 450.215.000 7.444.000.000 0 16.720.500 16.224.000 415.320.000 7.353.800.000 0 99.52 99.49 92.24 98,78 0 (1,0000) (1,0000) 

  

b. 
Belanja 
Barang 
dan Jasa 

32.694.331.014 26.549.653.596 26.377.556.850 31.226.507.715 19.374.757.172 29.376.909.403 25.069.530.193 24.400.966.394 30.318.098.269 18.785.799.391 89.85 94.42 92,50 97,09 96.96 (0,1226) (0,1058) 
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c. Belanja 
Modal 

14.869.460.890 2.320.526.400 5.577.643.680 5.230.637.022 1.429.160.900 9.415.569.970 1.268.583.400 5.426.896.200 4.974.904.440 1.410.831.500 63.32 54,66 97,29 95,11 98.71 (0,4432) (0,3778) 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan dalam 

kurun waktu 5 tahun dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Hal 

tersebut juga dapat dilihat pada seluruh kegiatan yang telah berhasil 

dilaksanakan menggunakan anggaran yang ada dan secara keseluruhan 

dapat mencapai sasaran.  

 

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

PERANGKAT DAERAH 

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 

masyarakat secara keseluruhan, yaitu suatu upaya adanya perubahan 

secara terencana, bertahap, terarah dan berkesinambungan dari suatu 

bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup 

perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya ekonomi, 

politik, ideologi serta bersifat komprehensif bagi masyarakat.  

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan 

pembangunan daerah dalam membuat suatu kebijakan dan koordinasi 

administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru mempunyai tugas 

pokok dan fungsi yang berbeda-beda, diantaranya:  

1. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian  perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan 

pembinaan administrasi di bidang Administrasi Pemerintahan, 

Administrasi Kewilayahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.   

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan 

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Bina Mental Spiritual, 

Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.  

3. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan 

hukum, dokumentasi dan informasi.  



 

 

 

49 

  

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2021-2026 

4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 

melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan BUMD dan 

BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 

5. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Program, 

Pengendalian, Evaluasi, Dan Pelaporan Pembangunan.  

6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.  

7. Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian-pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan Dan 

Analisis Jabatan, Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Reformasi 

Birokrasi Dan Kinerja.  

8. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha Pimpinan, 

Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian, Keuangan, Rumah 

Tangga dan Perlengkapan. 

9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusa kebijakan daerah, pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

Protokol, Komunikasi Pimpinan, Dan Dokumentasi. 

Dalam melaksanakan fungsi/pelayanan tersebut tidak terlepas dari 

berbagai tantangan. Secara umum tantangan yang harus dihadapi oleh 

masing-masing Unit Kerja adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah dan kapasitas SDM yang belum memadai; 

2. Sarana dan prasarana belum memadai; 
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3. Perubahan regulasi; 

4. Implementasi reformasi birokrasi belum maksimal; 

5. Implementasi SAKIP belum maksimal; 

6. Kualitas pelayanan publik belum memadai; 

7. Meningkatnya perhatian pihak sosial control atas pelaksanaan proses 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang 

untuk melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak 

dan Kewajiban ASN; 

2. Road Map Reformasi Birokrasi; 

3. Reformasi Birokrasi menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati; 

4. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik; 

5. Penerapan Center of Excellent (COE) dalam pelayanan pengadaan 

barang/jasa kepada pengguna layanan. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan  Tugas  dan  Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah sebagai 

satuan kerja perangkat daerah tidak lepas dari tantangan dan 

permasalahan. Tantangan dan permasalahan tersebut merupakan bagian 

dari permasalahan Daerah dalam melakukan pembangunan daerah. 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara 

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta 

antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi rill saat ini. 

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari 

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak 

diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak 

diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah 

adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. 

Permasalahan pelayanan pada lingkup Sekretariat Daerah adalah 

penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja dari program/kegiatan yang 

dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin 

dicapai dimasa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Hal 

tersebut sangat diperlukan koordinasi antar OPD maupun lintas sektor. 

Dari uraian diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan  

berdasarkan  tugas  dan  fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru bisa 

dilihat pada tabel 3.1.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

No Masalah Pokok Masalah Akar masalah OPD Pelaksana 

1 Rendahnya PDRB 
Sektor Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertanahan dan 
Jaminan Sosial Wajib 
(ADHK) 

Belum optimalnya 
kualitas koordinasi 

dan kebijakan 
perekonomian dan 

pembangunan 

Kurangnya pemahaman dari OPD 
terkait koordinasi perumusan 
kebijakan Perekonomian 

Bagian 
Perekonomian dan 

SDA 

   Belum optimalnya pembinaan 
terhadap OPD dalam perumusan 
kebijakan Perekonomian 

Bagian 
Perekonomian dan 

SDA 
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   Kurang sinkronnya antara kinerja 
yang direncanakan dengan indikator 
program yang ditetapkan 

Bagian 
Administrasi 

Pembangunan 

   Keterlambatan laporan monitoring 
dan evaluasi OPD terkait  
pelaksanaan pembangunan  

Bagian 
Administrasi 

Pembangunan 

   Masih Kurangnya 
Pembinaan/Pendampingan yang 
diberikan kepada OPD dalam 
memanfaatkan seluruh sistem 
informasi pengadaan barang/jasa 
pemerintah 

Bagian PBJ 

   Masih kurangnya sinergi BKPSDM 
dan Bagian PBJ sehingga proses 
pencapaian kualifikasi dan 
kompetensi SDM PBJ terhambat 

Bagian PBJ 

   Terbatasnya sarana, prasarana dan 
SDM untuk mendukung pencapaian 
tingkat kematangan UKPBJ 

Bagian PBJ 

2 Masih rendahnya nilai 
Reformasi Birokrasi 

pada Sekretariat 
Daerah 

Belum 
memadainya hal 

yang menjadi 
penunjang urusan 

pemerintahan 
daerah  

Belum optimalnya kualitas sarana 
dan prasarana di lingkungan 
Sekretariat Daerah 

Semua Bagian 

   Kurangnya pembinaan analisis 
perencanaan barang di OPD 

Semua Bagian 

   Pelaksanaan SOP Keprotokolan 
belum optimal 

Bagian Protokol 
dan Komunikasi 

Pimpinan 

   Tingkat pemahaman SOP 
keprotokolan rendah 

Bagian Protokol 
dan Komunikasi 

Pimpinan 

   Pelayanan publik belum  memenuhi 
indikator instrumen evaluasi kinerja 
penyelenggara pelayanan publik 

Bagian Organisasi 

   Belum optimal  pembinaan tehadap 
OPD terkait penilaian SAKIP 

Bagian Organisasi 

   Belum optimal  pembinaan terhadap 
OPD terkait penyusunan Peta 
Proses Bisnis dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 

Bagian Organisasi 

   Perangkat Daerah belum 
seluruhnya melaksanakan PMPRB 

Bagian Organisasi 

   Masih belum optimalnya pembinaan 
terhadap OPD pada 8 area 
perubahan yang menjadi skala 
prioritas pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 

Bagian Organisasi 

   Belum dilakukannya pembinaan 
tehadap OPD terkait pengukuran 
indikator kematangan organisasi 

Bagian Organisasi 

   Kurang akuratnya data dari OPD 
terkait pelaporan pelaksanaan 
Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

Bagian 
Pemerintahan 

   Keterbatasan sarana, prasarana 
dan SDM untuk pengelolaan JDIH 
daerah 

Bagian Hukum 
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   Belum maksimalnya evaluasi 
terhadap produk hukum yang sudah 
ditetapkan 

Bagian Hukum 

3 Masih tingginya 
persentase 

penurunan kasus 
kriminalitas khusus 

Belum optimalnya 
kualitas koordinasi 

dan kebijakan 
bidang 

kesejahteraan 
rakyat 

Masih rendahnya minat baca Al-
Quran 

Bagian 
Kesejahteraan 

Rakyat 

   Belum optimalnya evaluasi 
kebijakan bidang kesejahteraan 
rakyat 

Bagian 
Kesejahteraan 

Rakyat 
 

Secara umum, ada 2 garis besar masalah yang dihadapi dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai OPD,  

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah yang belum bisa 

dilakukan secara optimal sehingga melahirkan beberapa masalah sebagai 

imbasnya. Beberapa masalah yang timbul akibat pengkoordinasian dua hal 

tersebut yang belum bisa optimal adalah : 

• Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana di lingkungan 

Sekretariat Daerah 

• Belum optimalnya pembinaan terhadap OPD dalam mendukung 

tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah; 

Hal-hal itulah yang dihadapi Sekretariat Daerah berkaitan dengan tugas dan 

fungsi baik dalam unsur urusan yang bersifat umum maupun unsur 

pendukung urusan pemerintahan. 

 
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.  

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah 

yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi 

juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu 

strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan 

dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.  

VISI 

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan 

pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dan 

mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati hasil 
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pemilihan kepala daerah tahun 2020 maka Visi Kabupaten Barru Tahun 

2021-2026, adalah : 

“Kabupaten Barru  Yang 

Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan” 

Rumusan visi ini mengandung empat kata kunci visi yakni sejahtera, 

mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan. Keempat pokok visi ini 

merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan 

kondisi pada tahun 2026. 

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru 

selama tahun 2021-2026 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut : 

1. Sejahtera mengandung arti ; Kondisi dimana masyarakat Barru hidup 

makmur dan sejahtera baik secara ekonomi mapun sosial 

2. Mandiri mengandung arti ; Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu 

mengatur dan mengurus kepentingan daerah  sendiri menurut prakarsa 

dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip 

keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru. 

3. Berkeadilan mengandung arti ; Kondisi ideal dimana Dampak 

Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan 

tidak ada yang tertinggal di belakang 

4. Bernafaskan keagamaan mengandung arti ; Kondisi Ideal dimana 

seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat 

didasarkan pada  nilai-nilai keagamaan, baik dalam  proses maupun 

hasil yang diharapkan. 

 

MISI 

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah 

yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. 

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan 

menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi 

disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah 

kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh 

untuk mencapai visi.  

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor 

lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam 
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pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah 

yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.  

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala 

daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu 

menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan 

misi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Adapun keterkaitan visi dan misi 

kepala daerah Kabupaten Barru bisa dilihat pada tabel di bawah ini : 

Misi dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 ini juga harus 

mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025, 

dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD 

dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2005-2025 sebagaimana 

dikemukakan diatas terdiri atas 7 Misi, maka pada RPJMD 2021-2026 

dipertajam menjadi 7 Misi, sebagaimana tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 
Rumusan Misi Kepala Daerah Terpilih  

VISI POKOK VISI MISI 

“KABUPATEN BARRU 

YANG SEJAHTERA, 

MANDIRI, BERKEADILAN 

DAN BERNAFASKAN 

KEAGAMAAN” 

Sejahtera 

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan 
bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar 
lainnya. 

2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta 
pengembangan dan penguatan seni budaya lokal 

Mandiri 

3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan 
infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi melalui  pemanfaatan sumberdaya lokal 

4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian 
ekonomi daerah yang berkualitas dan 
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

Berkeadilan 

5. Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, 
pembangunan antar wilayah dan penanggulangan 
kemiskinan 

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
dan bersih (good and clean governance) serta 
layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi 
informasi 

Bernafaskan 
keagamaan 

7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

 

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Barru merupakan penjabaran 

dari strategi dan arah kebijakan dalam upaya merealisasikan misi dan 

mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari poin-poin visi, misi, strategi dan arah 

kebijakan tersebut, maka kebijakan umum ini merupakan kumpulan upaya untuk 

mewujudkan Kabupaten Barru  yang lebih baik. 
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Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 

daerah, maka di rumuskan langkah operasional ke dalam Program pembangunan 

daerah. 

Khusus untuk Program Kepala Daerah yang terpilih, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Barru berada pada Misi 4, Misi 6 dan Misi 7 (Empat, Enam dan 

Tujuh) adalah sebagai berikut : 

Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi 

daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan 

Misi 6 :  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih (good and clean governance) serta layanan publik 

yang akuntabel berbasis teknologi informasi 

Misi 7 :  Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

Untuk mendukung Misi tersebut maka Sekretariat Daerah 

melaksanakan program sebagai berikut :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Perekonomian dan Pembangunan 

3. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 

 

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi 

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah provinsi dijelaskan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.3.1 
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dengan 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 
 

RPJMD KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2026 RPJMD PROV. SULSEL 
TAHUN 2018-2023 

VISI 

Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan 
dan Bernafaskan Keagamaan 

Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, 
Inklusif, dan Berkarakter 

MISI 

Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan 
bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar 

lainnya 
(Misi 1) 

Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani 
dan Inovatif  

(Misi 1) 

Menciptakan lingkungan yang kondusif serta 
pengembangan dan penguatan seni budaya lokal 

(Misi 2) 

Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan 
Aksesibel  
(Misi 2) 



 

57 

 

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2021-2026 

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur 
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui  

pemanfaatan sumberdaya lokal 
(Misi 3) 

Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 
yang Produktif 

(Misi 3) 

Meningkatkan daya saing menuju kemandirian 
ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan 
(Misi 4) 

Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif 
dan Berkarakter 

(Misi 4) 
 

Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan 
antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan 

(Misi 5) 

Meningkatkan Produktivitas dan Daya 
Saing Produk Sumber Daya Alam yang 

Berkelanjutan 
(Misi 5) 

 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 
bersih (good and clean governance) serta layanan 
publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi 

(Misi 6) 

 

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

(Misi 7) 

 

 
 Untuk mewujudkan ketujuh misi tersebut diperlukan keterlibatan 

semua pihak dengan leading sektor dari OPD Lingkup Kabupaten Barru 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mengemban misi tersebut 

dengan fungsi dalam merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan 

administrasi Badan/Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat 

Daerah Kabupaten Barru berkontribusi terhadap pencapaian pada misi 

Empat (4) Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah 

yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, Enam (6) 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean 

governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi 

informasi dan Tujuh (7) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Untuk menjalankan amanah 

tersebut, Sekretariat Daerah mewujudkannya dengan beberapa program dan 

kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2021-2026 yang akan 

dibahas pada bab selanjutnya. 
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Tabel 3.3.2 Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong 

Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan 

No. Misi dan Program 
Bupati dan Wakil 

Bupati 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Misi 4 : 

Meningkatkan daya 
saing menuju 
kemandirian 
ekonomi daerah 
yang berkualitas 
dan berkelanjutan 
yang berwawasan 
lingkungan 

Perumusan Kebijakan 
Perekonomian dan 
pembinaan dengan 
OPD terkait 
 

Belum tersedianya data analisa perekonomian 
Belum teridentifikasinya dan belum adanya data inventarisasi 
potensi perekonomian daerah 
Belum adanya tata kelola yang BUMD/BLUD yang baik 
Belum Optimalnya koordinasi dengan Stakeholder bidang 
perekonomian dan pembangunan 

Adanya komitmen pimpinan 
Adanya sinergi koordinasi penyusunan 
(Adanya koordinasi penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan 
pembangunan) 

  Pencapaian Kinerja  
Program Sekretariat 
Daerah 

Belum Optimalnya koordinasi dengan Stakeholder bidang 
perekonomian dan pembangunan 
Tidak adanya dokumen pendukung dalam pengajuan 
anggaran dalam masing-masing Bagian kepada Sub Bagian 
Program Sekretariat Daerah 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas 
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah 
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Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan 

No. Misi dan Program 
Bupati dan Wakil 

Bupati 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Monitoring dan 
Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan 

Belum Optimalnya Perencanaan Kegiatan pada OPD Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani 
1. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan 

Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

  Pengelolaan 
pengadaan 
Barang/Jasa 

1. Kurangnya kesiapan SKPD untuk menyiapkan berkas-
berkas pengadaan barang/jasa yang akan diproses sesuai 
waktu yg telah direncanakan dalam RUP 

2. PPK belum optimal memanfaatkan sistem informasi 
pengadaan barang/jasa yang tersedia 

 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

  Sinergitas BKPSDM 
dan Bagian PBJ dalam 
proses pencapaian 
kualifikasi dan 
kompetensi SDM PBJ 

Belum optimalnya tindak lanjut dalam pemenuhan 
kompetensi SDM PBJ 

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jas Pemerintah terkait 
kompetensi SDM PBJ 

2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui pendampingan oleh Tim 
Korsupgah KPK 

  Kematangan UKPBJ 1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemenuhan 
standarisasi LPSE 

2. Kurangnya minat dari ASN untuk menduduki posisi 
fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa 

1. Dukungan Pimpinan Organisasi  
2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui pendampingan oleh Tim 

Korsupgah KPK 
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Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan 

No. Misi dan Program 
Bupati dan Wakil 

Bupati 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 Misi 6 : 

Mewujudkan tata 
kelola 
pemerintahan yang 
baik dan bersih 
(good and clean 
governance) serta 
layanan publik 
yang akuntabel 
berbasis teknologi 
informasi 

Kualitas sarana dan 
prasarana di 
lingkungan Sekretariat 
Daerah 

Masih lemahnya analisa kebutuhan barang milik daerah  
 

Adanya dukungan pimpinan organisasi 

  Pembinaan analisis 
perencanaan barang di 
OPD 

1. Masih lemahnya analisa kebutuhan barang milik daerah 
2. Belum optimalnya pendampingan OPD terkait  
 

Adanya dukungan pimpinan organisasi 

  Pencapaian kinerja 
dan Layanan 
Keprotokolan  dan 
Komunikasi Pimpinan 

Pelaksanaan SOP Keprotokolan belum optimal,  lemahnya 
koordinasi lintas OPD, terbatasnya Kompetensi SDM untuk 
pelayanan keprotokolan dan Komunikasi terhadap Pimpinan 
Daerah; Belum optimalnya kualitas layanan administrasi 
pimpinan daerah  
 

Komitmen pimpinan dan Sarana Pendukung 
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Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan 

No. Misi dan Program 
Bupati dan Wakil 

Bupati 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Kualitas Pelayanan 
Publik 

Komitmen penyelenggara pelayanan publik atas pemenuhan 
indikator penyelenggaraan pelayanan publik  

Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan: 
1. UU Nomor 25 Tahun 2209 tentang Pelayanan Publik 
2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2009 
3. Permenpan Nomor 15 Tahun 2015 tentang  Pedoman Standar Pelayanan 
4. Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang  SKM Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik 
5. Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Forum Konsultasi Publik 
6. Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang  Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik 

   Kurangnya perhatian terhadap pemenuhan aspek 
penyelenggaraan pelayanan publik  

Komitmen dan kebijakan pejabat yang berwenang terhadap  penyelenggaraan 
pelayanan publik 

  Keberhasilan dalam 
akuntabilitas kinerja 

Belum optimalnya pembinaan dalam implementasi SAKIP Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam pengimplemetasian SAKIP  

  pembinaan terhadap 
OPD terkait 
penyusunan Peta 
Proses Bisnis dan 
Standar Operasional 
Prosedur (SOP 

Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya peta 
proses bisnis dan standar operasional prosedur dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian 
kinerja 

Peta proses bisnis dan standar operasional prosedur dijadikan acuan dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian kinerja  

  Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 

Belum tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi  Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan: 
1. Pepres Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 
2. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi 

2020-2024 
3. Permenpan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan evaluasi reformasi 

Birokrasi 
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Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan 

No. Misi dan Program 
Bupati dan Wakil 

Bupati 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Pembinaan terhadap 

OPD pada 8 area 

perubahan yang 

menjadi skala prioritas 

pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi  

Masih rendahnya komitmen terhadap pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi  

Tenaga assesor yang memahami aspek-aspek dari 8 (delapan) area reformasi 
birokrasi terutama dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(PMPRB) 

  Pembinaan OPD 
terkait pengukuran 
indikator kematangan 
organisasi 

Masih rendahnya pemahaman terhadap substansi Analisis 
Jabatan dan Analisis Beban Kerja  (ABK) 

Pencapaian kinerja dijadikan salah satu indicator dalam pelaksanaan evaluasi 
kelembagaan  

  Pelaporan Administrasi 
Tata Pemerintahan 

Kurangnya Pemahaman OPD terhadap LPPD, Belum 
optimalnya pembinaan LPPD di OPD 

Komitmen Kepala OPD;  
Bimtek Kepala OPD tentang LPPD 

  Pengelolaan JDIH 
 

1. Masih kurangnya data produk hukum daerah melalui 
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) 

2. Lemahnya pengumpulan/penginputan data produk hukum 
daerah setelah ditetapkan 

 

1. Adanya koordinasi Perangkat Daerah (PD) program perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan produk hukum 
daerah. 

2. Adanya Koordinasi Data Produk Hukum Daerah ke Perangkat Daerah (PD) 
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan pengoperasian Jaringan 

Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) 

  Harmonisasi produk 
hukum 

1. Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia 
aparatur Bagian Hukum khususnya Perancang 
Perundang-undangan 

2. Penyusunan Produk hukum daerah belum sepenuhnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

1. Adanya komitmen pimpinan untuk memberi kesempatan kepada aparatur 
mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) Aparatur. 

2. Adanya koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan. 
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Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan 

No. Misi dan Program 
Bupati dan Wakil 

Bupati 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Misi 7: 
Mewujudkan 
masyarakat yang 
berakhlak mulia 
yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai 
agama 

Minat baca Al-Quran 1. Belum  maksimal secara nyata peran Lembaga 
keagamaan dan fasilitas keagamaan dalam menuntaskan 
buta aksara  Alquran 

2. Masih kurangnya tenaga pengajar ahli baca tulis Alquran 
3. Masih kurangnya Rumah Tahfiz yang dikelola secara 

profesional  

Adanya komitmen pimpinan dan aturan yang dapat dipedomani – Adanya 
penghargaan/Reward  masyarakat terhadap  hafidz/Hafidzah. 
 
 

  Implementasi 
kebijakan bidang 
kesejahteraan rakyat 

1. Belum optimalnya koordinasi antara OPD terkait prosedur 
pemberian bantuan hibah 

2. Belum ada aturan yang baku terkait  OPD yang 
menangani  pemberian bantuan hibah 

Pemerintah berkomitmen kuat membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai 
kemampuan daerah . 

   1. Belum optimalnya Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi 
terkait Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. 

2. Kesadaran warga sekolah  akan pentingnya  UKSM masih 
sangat rendah 

1. Adanya komitmen pimpinan, aturan yang dapat dipedomani dan sarana 
pengelolaan kegiatan 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru No 13 tahun 2018  tentang pembinaan dan 
pengambangan UKSM 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa 

negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan 

berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Barru juga ikut berkomitmen dalam mendukung pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator 

SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 

Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah sebagai upaya untuk lebih mengarahkan pemenuhan amanat 

universal yang tertuang dalam Sustainable Development Goals 

(SDGs)/tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka KLHS berfungsi 

sebagai dokumen yang mengkaji dan memastikan bahwa indikator 

SDGs/TPB tertuang dalam dokumen penyusunan perubahan RPJMD 

Kabupaten Barru. 

Kabupaten Barru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 

indikator dengan 17 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Namun dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

RPJMD Teknokratik, telah dianalisis pencapaian SDGs dengan 220 indikator 

dari 17 TPB telah mencapai target sebanyak 67 Indikator, Telah dikerjakan 

namun belum mencapai target sebanyak 54 Indikator, belum dilaksanakan 

dan belum mencapai target sebanyak 4 indikator dan ada 94 yang tidak ada 

data. Adapun 54 indikator yang akan difokuskan pada RPJMD periode 

tahun 2021 – 2026 dari 17 tujuan SDGs/TPB Kabupaten Barru. Sekretariat 

Daerah Kabupaten Barru memiliki 2 (dua) tujuan SDGs yang dapat dilihat di 

bawah ini. 

1) Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan 

2) Tujuan 16 : Perdamaian Keadialan dan Kelembagaan yang tangguh 

Adapun rekomendasi kebijakan pencapaian TPB berdasarkan Program yang 

terdapat pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 

sebagai berikut:
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TABEL 3.4 KLHS RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 
Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

 

NO. 
TPB 

TUJUAN 
PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

NO. 
INDIKATOR 

NO INDIKATOR TPB SATUAN 
TARGET (PERPRES 
59/2017) - ringkasan 

REALISASI 
KELOMPOK 

TPB 

OPD 
PENANGGUNG
JAWAB DATA 

Keterangan 
2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 Mengurangi 
Kesenjangan Intra 
dan Antarnegara 

10.3.1.(d) 157 Jumlah kebijakan 
yang diskriminatif 
dalam 12 bulan 

lalu berdasarkan 
pelarangan 
diskriminasi 

menurut hukum 
HAM Internasional 

  ada Belum 
ada 

Belum ada Belum 
ada 

Belum ada SB Bagian Hukum   

16 Menguatkan 
Masyarakat yang 
Inklusif dan Damai 
untu Pembangunan 
berkelanjutan, 
Menyediakan 
Akses Keadilan 
untuk Semua, dan 
Membangun 
Kelembagaan yang 
Efektif, akuntabel, 
dan Inklusif di 
Semua Tingkatan 

16.6.1.(b) 193 Persentase 
Peningkatan 

Sistem 
Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 
(SAKIP) 

Kementerian/Lemb
aga dan 

Pemerintah 
Daerah 

(Provinsi/Kabupate
n/Kota) 

  Meningkat menjadi: 
Kementerian/Lembaga: 

85%, Provinsi: 75%, 
Kabupaten /Kota: 50% 

CC CC CC CC SB BAG. 
ORGANISASI / 

BAPPEDA 
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  Menguatkan 
Masyarakat yang 
Inklusif dan Damai 
untu Pembangunan 
berkelanjutan, 
Menyediakan 
Akses Keadilan 
untuk Semua, dan 
Membangun 
Kelembagaan yang 
Efektif, akuntabel, 
dan Inklusif di 
Semua Tingkatan 

16.6.1.(c) 194 Persentase 
penggunaan E-
Procurement 

terhadap belanja 
pengadaan 

  Menjadi 80% na na na na TAD BAG. ADM. 
PEMBANGUNA

N 

  

  Menguatkan 
Masyarakat yang 
Inklusif dan Damai 
untu Pembangunan 
berkelanjutan, 
Menyediakan 
Akses Keadilan 
untuk Semua, dan 
Membangun 
Kelembagaan yang 
Efektif, akuntabel, 
dan Inklusif di 
Semua Tingkatan 

16.b.1.(a) 203 Jumlah kebijakan 
yang diskriminatif 
dalam 12 bulan 

lalu berdasarkan 
pelarangan 
diskriminasi 

menurut hukum 
HAM Internasional 

  ada Belum 
ada 

Belum ada Belum 
ada 

Belum ada SB BAGIAN 
HUKUM 
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat 

Daerah merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses 

perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja 

Sekretariat Daerah dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang 

akan datang. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya 

akan sangat merugikan bagi organisasi. Jika tidak mampu dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya, akibatnya peluang untuk meningkatkan kinerja 

layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Berdasarkan 

identifikasi permasalahan dan telaah dokumen terkait serta 

mempertimbangkan kondisi-kondisi terkini, terdapat isu-isu strategis yang 

dapat diidentifikasi dan direview kembali dan dapat mempengaruhi 

permasalahan pelayanan perangkat daerah. 

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang 

urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa 

urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap 

munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan 

agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan 

yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan 

pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan 

jangka menengah daerah. Dari permasalahan pembangunan  daerah, 

sektoral atau permasalahan menurut urusan pemerintahan urusan wajib 

yang disesuaikan dengan urutan visi, misi, tujuan , sasaran RPJMD 2021-

2026 telah dirumuskan sebagai berikut:  

1. Belum optimalnya daya saing perekonomian produk unggulan 

Pada Misi Pembangunan 4 berbunyi : Meningkatkan daya saing menuju 

kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan.  Terwujudnya peningkatan daya saing menuju 

kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan diukur melalui Pertumbuhan Ekonomi (PE). 

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk 

menumbuh kembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada 

adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, 

kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya 

tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan 

berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk 
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atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output 

(produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain diluar daerah yang 

bersangkutan secara global.  Untuk itu potensi lokal di setiap wilayah harus 

digali untuk menumbuh kembangkan potensi daya saing perekonomian 

Kabupaten Barru. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik 

suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu 

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki 

residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 

(tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan, 

yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. 

PDRB atas dasar Harga Konstan yang ada misi 4 pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Barru dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan 

harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan 

PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yang ditujukan oleh PDRB 

merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian 

suatu daerah yang ada pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib dikategori lapangan usaha. Untuk mengetahui 

nilai dan distribusi produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut 

lapangan usaha berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada tabel-tabel 

berikut: 

Tabel 3.5.1 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 
(ADHK) Tahun 2016-2020 

NO LAPANGAN USAHA 
2016 2017 2018 2019 2020 

% % % % % 

1 Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertanahan dan 
Jaminan Sosial Wajib  

7,51 7,44 7,24 7,84 7,68 

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2021 

 PDRB Sektor Jasa Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 

Wajib adalah jumlah nilai PDRB sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.  

2. Tata Kelola Sekretariat Daerah Belum Efektif dan Efisien 

Pada misi Pembangunan 6 berbunyi : Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta 

layanan public yang akuntabel berbasis teknologi informasi. Terwujudnya 

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good dan clean governance) 
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serta layanan publik yang akutabel berbasis teknologi informasi diukur 

melalui Indeks Reformasi Birokrasi. 

Kualitas tata kelola Sekretariat Daerah merupakan prasyarat 

tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, 

menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola Sekretariat Daerah yang 

baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, 

keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan 

partisipasi masyarakat. Sekretariat Daerah Kabupaten Barru terus berupaya 

memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Perubahan 

yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu : (1) Mental 

Aparatur; (2) Pengawasan; (3) AKuntabilitas; (4) Kelembagaan; (5) Tata 

Laksana; (6) SDM Aparatur; (7) Peraturan Perundangan, dan (8) Pelayanan 

Publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Daerah masih 

menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus 

menerus harus diperbaiki. Tata Kelola Sekretariat Daerah belum efektif dan 

efisien, hal tersebut dibuktikan dari : 

a. Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja Sekretariat Daerah 

(SAKIP)  

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang 

berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi 

kualitas dari profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabilitas 

kinerja Perangkat Daerah. Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah (SAKIP), 

Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2020 predikat CC. Dengan hasil 

tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat 

menjadi kategori B (baik), bahkan A (sangat baik). 

b. Belum optimalnya Indeks Pelayanan Publik (IPP) 

Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi 

relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam pelayanan 

administrasi. Sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Barru yang 

bersih dan melayani dalam bidang pelayanan publik pada tahun 2026, 

maka Sekretariat Daerah Kabupaten Barru melakukan langkah-langkah 

strategis berdasarkan permasalahan pokok yang terjadi. Pelayanan publik 

masih belum memiliki kualitas yang diharapkan, yang menjadi latar 

belakang antara lain: 

� Hasil identifikasi dalam pemberian pelayanan publik terdapat 

beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khususnya 

instrument yang jelas untuk dipedomani dalam mengevaluasi kualitas 
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pelayanan publik. Keberadaan kelembagaan pemerintah dalam 

menjalankan tugas-tugas pelayanan baik dalam penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan pembangunan Aparatur Sipil Negara, belum 

memperlihatkan kinerja yang belum optimal. 

� Tata kelola Sekretariat Daerah belum sepenuhnya diterapkan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

belum sepenuhnya mampu membuka ruang dalam melakukan 

perumusan kebijakan dan koordinasi serta mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan 

pembangunan. Sekretariat Daerah sebagai aktor kunci dalam 

perumusan kebijakan belum sepenuhnya berperan dalam 

menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan 

masyarakat maupun dengan dunia usaha. 

� Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik 

berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana 

digambarkan pada UU pelayanan publik, seperti standar pelayanan 

dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan 

3. Masih Banyaknya Kejadian Kriminalitas  

Pada Misi pembangunan 7 berbunyi : Mewujudkan masyarakat yang 

berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Terwujudnya 

masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

diukur melalui angka kriminalitas. 

Kejadian kriminalitas yang dilakukan oleh pribadi/perseorangan ini 

dipicu karena tingkat kesejahteraan rakyat yang sangat rendah sehingga 

muncul kriminalitas khusus seperti adanya Kasus Pembunuhan, Kasus 

Pembunuhan, Kasus Perkosaan/Kejahatan Seksual, Kasus Penganiayaan 

Berat, Kasus Pencurian, Kasus Penipuan pada tahun 2020 dan nilai angka 

kriminalitas mencapai 5,71. 

Tabel 3.5.2 Tabel Angka Kriminalitas Khusus 

No JENIS KRIMINALITAS 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Kasus Pembunuhan 1 1 0 1 2 

2 
Kasus Perkosaan/ Kejahatan 

Seksual 
6 6 1 2 3 

3 Kasus Penganiayaan Berat 0 0 0 16 3 
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4 Kasus Pencurian 31 31 58 76 79 

5 Kasus Penipuan 28 28 30 23 20 

Jumlah Kriminalitas 66 66 89 118 107 

Jumlah penduduk 171.217 171.906 180.509 182.373 187.392 

Angka kriminalitas ((8)/(9)x10.000) 3,85 3,84 4,93 6,47 5,71 

 
Berbagai kategori tindak kriminal adalah seperti curanmor, 

pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Adapun permasalahan yang 

menyebabkan tingkat ketentraman dan ketertiban rendah adalah : 

� Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan 

daerah. 

� Selain itu Kabupaten Barru yang terkenal sebagai kabupaten yang 

masyarakatnya taat beragama, telah terjadi penurunan kualitas 

kehidupan beragama dengan makin banyaknya konflik antara umat 

beragama. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang 

strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan 

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi 

dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah. 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan 

permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan 

tujuan disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dengan 

memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan 

tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan 

sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD 

atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait 

dengan indikator kinerja, hal ini tertuang dalam kriteria Spesific, 

Measureable, Achievable, Relevant, Time Bond. 

Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kabupaten Barru merupakan 

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barru sehingga perumusan tujuan dan 

sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan 

harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan 

misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 

Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yaitu misi 4 (enam) Meningkatkan daya 

saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan, misi 6 (enam) “Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance ) serta 

layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi” dan misi 7 

(tujuh) “Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama”. 

Dalam kerangka pemecahan masalah serta menangani isu strategis 

daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Barru telah dirumuskan bersama adalah: 
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1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian 

dan pembangunan 

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah 

3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan kebijakan bidang kesejahteraan 

rakyat 

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan 

fungsi Sekretariat Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator 

kinerja. Untuk lima tahun mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

menetapkan sasaran sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian 

dan pembangunan 

2. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada 

Sekretariat Daerah 

3. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan bidang keagamaan dan 

kesejahteraan rakyat 

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan 

tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka 

menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Barru serta indikator sasaran dan 

target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Kesesuaian Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2026 

NO Misi Tujuan RPJMD 

Indikator 

Tujuan 

RPJMD 

Sasaran RPJMD 
Indikator 

Sasaran RPJMD 

Tujuan Renstra 

SETDA  

Indikator 

Tujuan 

Renstra  

Sasaran SETDA 
Indikator Sasaran 

SETDA 

1 Misi 4  : Meningkatkan 

daya saing menuju 

kemandirian ekonomi 

daerah yang berkualitas 

dan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan  

Mewujudkan 

Kemandiriaan 

Ekonomi yang 

Berkelanjutan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Meningkatnya 

sektor-sektor 

strategis 

Perekonomian 

Daerah 

Persentase 

kontribusi sektor-

sektor strategis 

terhadap PDRB 

Meningkatkan 

Kualitas Koordinasi 

Dan Kebijakan 

Bidang 

Perekonomian Dan 

Pembangunan 

PDRB Sektor 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertanahan 

dan Jaminan 

Sosial Wajib 

(ADHK) 

Meningkatnya Kualitas 

Koordinasi Dan 

Kebijakan Bidang 

Perekonomian Dan 

Pembangunan 

PDRB Sektor 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertanahan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

(ADHK) 

2 Misi 6  : Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih (good and 

clean governance ) serta 

layanan publik yang 

akuntabel berbasis 

teknologi informasi 

Mewujudkan 

manajemen 

pemerintahan 

yang melayani, 

baik dan bersih 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

Terwujudnya Tata 

Pemerintahan yang 

baik, bersih dan 

Akuntabel 

Nilai SAKIP Mewujudkan 

Reformasi Birokrasi 

pada Sekretariat 

Daerah 

Nilai 

Reformasi 

Birokrasi 

Sekretariat 

Daerah 

Meningkatnya 

Kapabilitas Dan 

Akuntabilitas Kinerja 

Birokrasi Pada 

Sekretariat Daerah 

Nilai SAKIP Sekretariat 

Daerah 

3 Misi 7  : Mewujudkan 

masyarakat yang 

berakhlak mulia yang 

menjunjung tinggi nilai-

nilai agama 

Meningkatkan 

kualitas 

kehidupan 

bermasyarakat 

yang 

berlandaskan 

nilai-nilai 

keagamaan 

Angka 

Kriminalitas 

Meningkatnya 

penerapan Niai-nilai 

Agama, norma-

norma, hukum dan 

Ideologi kebangsaan 

pada masyarakat 

Proporsi 

penduduk yang 

menjadi korban 

kejahatan 

kekerasan dalam 

12 bulan terakhir 

Meningkatkan 

Kualitas Koordinasi 

Dan Kebijakan 

Bidang 

Kesejahteraan 

Rakyat 

Persentase 

Penurunan 

Kasus 

Kriminalitas 

Khusus 

Meningkatnya Kualitas 

Koordinasi Dan 

Kebijakan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat 

Persentase Penurunan 

Kasus Kriminalitas 

Khusus 
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Uraian tujuan  dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru pada periode Tahun 2021-2026, 

secara rinci diuraikan pada tabel berikut :  

Tabel 4.2 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

 

N
O 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
Pengertian Indikator/ Metodologi 

(Rumus) 
Sumber Data KONDISI 

AWAL 
(2021) 

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA 
TAHUN KE- 

      TUJUAN/ SASARAN  2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Meningkatkan 
kualitas koordinasi 
dan kebijakan bidang 
perekonomian dan 
pembangunan 

Meningkatnya kualitas 

koordinasi dan 

kebijakan bidang 

perekonomian dan 

pembangunan 

PDRB Sektor Administrasi 

Pemerintahan, Pertanahan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

(ADHK) 

PDRB Sektor Jasa Pemerintahan, 
Pertanahan dan Jaminan Sosial 
Wajib adalah jumlah nilai PDRB 
sektor Pengeluaran Konsumsi 
Pemerintah 

BPS Kab. Barru 371,71 379,14 392,04 409,68 428,93 450,81 

2 Mewujudkan 

Reformasi Birokrasi 

pada Sekretariat 

Daerah 

Meningkatnya 

kapabilitas dan 

akuntabilitas kinerja 

birokrasi pada 

Sekretariat Daerah 

Nilai Reformasi Birokrasi 

Sekretariat Daerah 

Nilai reformasi birokrasi adalah nilai 
yang merupakan hasil penilaian 
terhadap 8 (delapan) area reformasi 
birokrasi yaitu  
1. Manajemen perubahan 
2. Deregulasi kebijakan 
3. Penataan organisasi 
4. Penataan tatalaksana 
5. Penataan SDM Aparatur 
6. Penguatan akuntabilitas 
7. Penguatan pengawasan 
8. Peningkatan kualitas pelayanan 

publik 
Formula :  
diolah oleh TPI Kabupaten Barru 

Inspektorat 
Daerah 

- B B BB BB A 

   Nilai SAKIP Setda Nilai sakip adalah nilai yang 
merupakan hasil penilaian terhadap 

Inspektorat 
Daerah 

CC B B BB BB A 
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system akuntabilitas kinerja 
pemerintah yang terdiri dari : 
1. Rencana strategis 
2. Perjanjian Kinerja 
3. Pengukuran Kinerja 
4. Pengolahan data kinerja  
5. Pelaporan Kinerja 
6. Reviu dan evaluasi  Kinerja 
Formula :  
diolah oleh TPI Kabupaten Barru 

 

3 Meningkatkan 

kualitas koordinasi 

dan kebijakan bidang 

kesejahteraan rakyat 

Meningkatnya kualitas 

koordinasi dan 

kebijakan bidang 

kesejahteraan rakyat 

Persentase penurunan 

kasus   kriminalitas khusus 

(Jumlah Kriminalitas/Jumlah 
Penduduk) x 10.000 

Jumlah kriminalitas khusus yg teridri 
dari : 
1. Kasus Pembunuhan 
2. Kasus Perkosaan/ Kejahatan 

Seksual 
3. Kasus Penganiayaan Berat 
4. Kasus Pencurian 
5. Kasus Penipuan 

RPJMD 2016-
2026 

- 5,65 5,2 5,09 4,87 4,1 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komperehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi misi kepala 

daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan 

daerah dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, 

strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan 

transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam 

melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun 

eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, 

monitoring dan evaluasi. 

Adapun strategi dan arah kebijakan akan diuraikan sebagai berikut: 

5.1. Perumusan Strategi 

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh 

pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan 

merintis cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis 

yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan 

dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui 

pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan 

rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design 

perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai 

rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah 

daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. 

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola 

strategis pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan 

daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran 

pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari 

pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam 

sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari 

upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. 
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Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran  akan dicapai  serta 

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi 

menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Sekretariat Daerah 

menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Berikut 

dasar perumusan strategi dan metode untuk menghasilkan strategi-strategi 

dalam mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten 

Barru: 

Tabel 5.1 Perumusan Strategi 

NO Masalah Strategi 

1 Rendahnya PDRB Sektor Administrasi 
Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial 
Wajib (ADHK) 

Pembinaan OPD dalam Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan pelaporan yang tepat 
waktu 

2 Masih rendahnya nilai Reformasi Birokrasi pada 
Sekretariat Daerah 

Meningkatkan penilaian terhadap 8 (delapan) 
area reformasi birokrasi 

3 Masih tingginya persentase penurunan kasus 
kriminalitas khusus 

Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam 
pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan 
rakyat 

 

5.2. Perumusan Arah kebijakan 

 Dari perumusan strategi  sangat dibutuhkan  dalam mencapai  tujuan 

dan  sasaran,  maka dilakukan  analisis  lingkungan  internal dan 

lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT 

(Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan 

Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan (Strengths) 

1. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan daerah 

2. Memiliki SDM Aparatur yang terlatih 

3. Adanya struktur organisasi dan tupoksi yang jelas 

4. Kewenangan fungsi Sekretariat Daerah yang menghasilkan rumusan 

kebijakan dan koordinasi administrasi 

b. Kelemahan (Weaknesses) 

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara belum memadai dari kebutuhan 

2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 

3. Lemahnya koordinasi administrasi antar OPD terkait 
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4. Penguasaan Teknologi Informasi (IT) oleh sumber daya aparatur 

dalam pelaksanaan pengelolaan  Birokrasi 

c. Peluang (Opportunities) 

1. Kesadaran dan tuntutan OPD akan pelayanan yang bermutu sangat 

memadai. 

2. Dukungan dari stackholder terkait cukup memadai terhadap 

pelaksanaan Program/kegiatan 

3. Terbukanya dukungan lintas sektor (OPD terkait) 

d. Tantangan (Threats) 

1. Mutasi sumber daya aparatur 

2. Perkembangan penerapan Teknologi Informasi dalam pengelolaan 

Birokrasi yang cepat 

3. Tuntutan adanya mekanisme koordinasi dan tata hubungan kerja 

OPD 

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam 

formulasi sebagaimana berikut ini: 

a. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan menghadapi 

tantangan (ST) adalah: 

1. Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok 

melalui pendidikan formal maupun non formal  

2. Pemanfaatan SDM Aparatur yang terlatih dalam rangka penerapan 

Teknologi Informasi 

3. Peningkatan tupoksi organisasi dalam rangka optimalisasi 

koordinasi dan tata hubungan kerja OPD 

4. Peningkatan mekanisme  koordinasi dan tata hubungan kerja OPD 

b. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) 

adalah: 

1. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan program / kegiatan  

2. Pemanfaatan SDM yang terlatih dalam rangka pencapaian  kinerja 

program/kegiatan 

3. Peningkatan kinerja struktur organisasi   

c. Strategi mengurangi kelemahan untuk  mencegah dan mengatasi 

tantangan  (WT) adalah: 

1. Penerapan Aparatur Sipil Negera Untuk lebih Efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan Tugas 

kedinasan..  
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2. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan 

birokrasi berbasis teknologi dan informasi 

3. Perumusan mekanisme koordinasi dan tata hubungan kerja antar 

OPD  

d. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) 

adalah: 

1. Pengoptimalan sumber daya yang tersedia dalam pemenuhan fungsi 

pelayanan 

2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian  

kinerja program/kegiatan 

3. Peningkatan koordinasi administrasi antar OPD dalam pelaksanaan 

pengelolaan birokrasi 

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 5.2.1 Tabel Analisis SWOT 

Faktor Eksternal 

 

 

 

 

 

Faktor Internal 

Peluang (O) Tantangan (T) 

Kesadaran dan tuntutan OPD akan 
pelayanan yang bermutu sangat 

memadai. 

Mutasi Sumber Daya Aparatur 
 

Dukungan dari stackholder terkait 
cukup memadai terhadap 

pelaksanaan program/kegiatan 

Perkembangan penerapan 
Teknologi Informasi dalam 

pengelolaan birokrasi yang cepat 

Terbukanya dukungan lintas sektor 
(OPD terkait) 

Tuntutan adanya mekanisme 
koordinasi dan tata hubungan kerja 

OPD 

Kekuatan (S) Alternatif Strategi (SO) Alternatif Strategi (ST) 

Dukungan dan komitmen yang 
tinggi dari pimpinan daerah 

Peningkatan kerjasama lintas 
sektor untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan program/ kegiatan 

Peningkatan kemampuan baik 
personal maupun secara kelompok 
melalui pendidikan formal maupun 

non formal 

Memiliki SDM Aparatur yang 
terlatih 

 

Pemanfaatan SDM yang terlatih 
dalam rangka pencapaian  kinerja 

program/kegiatan 

Pemanfaatan SDM aparatur yang 
terlatih dalam rangka penerapan 

Teknologi Informasi 

Adanya struktur organisasi dan 
tupoksi yang jelas 

Peningkatan kinerja struktur 
organisasi  

Peningkatan tupoksi organisasi 
dalam rangka optimalisasi 

koordinasi dan tata hubungan kerja 
OPD 

 Kewenangan fungsi Sekretariat 
Daerah yang menghasilkan 

rumusan kebijakan dan koordinasi 
administrasi 

 Peningkatan mekanisme  
koordinasi dan tata hubungan kerja 

OPD 

Kelemahan (W) Alternatif Strategi (WO) Alternatif Strategi (WT) 

Jumlah Aparatur Sipil Negara 
belum memadai dari kebutuhan 

 
 

Pengoptimalan sumber daya yang 
tersedia dalam pemenuhan fungsi 

pelayanan 

Penerapan Aparatur Sipil Negera 
untuk lebih efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang 
ada untuk melaksanakan tugas 

kedinasan. 

Kurangnya sarana dan prasarana 
pelayanan yang memadai 

Peningkatan sarana dan prasarana 
dalam rangka pencapaian  kinerja 

program/kegiatan 

Peningkatan sarana dan prasarana 
yang mendukung pengelolaan 

birokrasi berbasis teknologi dan 
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informasi 

Lemahnya koordinasi administrasi 
antar OPD terkait 

 

Peningkatan koordinasi 
administrasi antar OPD dalam 

pelaksanaan pengelolaan birokrasi 

Perumusan mekanisme koordinasi 
dan tata hubungan kerja antar OPD 

Penguasaan Teknologi Informasi 
(IT) oleh sumber daya aparatur 

dalam pelaksanaan pengelolaan  
Birokrasi 

  

 

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka ditentukan strategi dan 

arah kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan 

pencapaian visi dan misi agar tantangan yang ada dapat teratasi sehingga 

unit kerja lingkup Sekretariat Daerah dapat menghasilkan kinerja 

pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya. 

Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Unit Kerja 

lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barru yaitu: 

1. Peningkatan kemampuan baik personal maupun secara kelompok 

melalui pendidikan formal maupun non formal 

2. Pemanfaatan SDM Aparatur yang terlatih dalam rangka penerapan 

Teknologi Informasi 

3. Peningkatan tupoksi organisasi dalam rangka optimalisasi koordinasi 

dan tata hubungan kerja OPD 

4. Peningkatan mekanisme  koordinasi dan tata hubungan kerja OPD 

5. Penerapan Aparatur Sipil Negera untuk lebih Efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan Tugas 

kedinasan 

6. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan 

birokrasi berbasis teknologi dan informasi 

7. Perumusan mekanisme koordinasi dan tata hubungan kerja antar OPD 

8. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan program/kegiatan 

9. Pemanfaatan SDM yang terlatih dalam rangka pencapaian  kinerja 

program/kegiatan 

10. Peningkatan kinerja struktur organisasi  

11. Pengoptimalan sumber daya yang tersedia dalam pemenuhan fungsi 

pelayanan 

12. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian  kinerja 

program/kegiatan 

13. Peningkatan koordinasi administrasi antar OPD dalam pelaksanaan 

pengelolaan birokrasi 
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Arah kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Barru ini merupakan pedoman untuk menentukan  tahapan dan 

prioritas pembangunan  lima tahunan guna mencapai sasaran   RPJMD 

secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan 

urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak  diselesaikan 

berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas   pada setiap 

tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke 

tahun berikutnya dalam rangka mencapai  sasaran tahapan 5 (lima) 

tahunan RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa 

program kegiatan pembangunan operasional pada Perangkat Daerah di luar  

yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan 

strategis yang lebih rendah di banding yang diprioritaskan. 

 Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar 

memiliki  fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan 

strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran  yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program 

pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk 

mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun    

selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai  

visi, misi, tujuan dan sasaran  yang telah ditetapkan. 

Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Sekretariat 

Daerah adalah: 

1. Meningkatkan kemampuan baik personal maupun secara kelompok 

melalui pendidikan formal maupun non formal 

2. Memanfaatkan SDM Aparatur yang terlatih dalam rangka penerapan 

Teknologi Informasi 

3. Meningkatkan tupoksi organisasi dalam rangka optimalisasi koordinasi 

dan tata hubungan kerja OPD 

4. Meningkatkan mekanisme  koordinasi dan tata hubungan kerja OPD 

5. Menerapkan Aparatur Sipil Negera Untuk lebih Efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan Tugas 

kedinasan 

6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan 

birokrasi berbasis teknologi dan informasi 

7. Merumuskan mekanisme koordinasi dan tata hubungan kerja antar 

OPD 



 

83 

 

RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, Tahun 2021-2026 

8. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan program / kegiatan 

9. Memanfaatkan SDM yang terlatih dalam rangka pencapaian  kinerja 

program/kegiatan 

10. Meningkatkan kinerja struktur organisasi 

11. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam pemenuhan fungsi 

pelayanan 

12. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian  kinerja 

program/kegiatan 

13. Meningkatkan koordinasi administrasi antar OPD dalam pelaksanaan 

pengelolaan birokrasi 

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, 

namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam 

rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan 

prioritisasi kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan 

operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. 

Program tersebut tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang 

lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan 

yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis 

lebih rendah tersebut adalah program-program operasional pada semua 

OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi 

kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Kebijakan yang 

dilaksanakan setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 5.2.2 
Pemetaan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 

 

Arah Kebijakan Program 
Fokus 
Tahun 
2022 

Fokus 
Tahun 
2023 

Fokus 
Tahun 
2024 

Fokus 
Tahun 
2025 

Fokus 
Tahun 
2026 

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Koordinasi Dan Kebijakan Bidang Perekonomian Dan Pembangunan 

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Kebijakan Bidang Perekonomian Dan Pembangunan 

Meningkatkan 

koordinasi 

perekonomian dan 

pembangunan 

• PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN 

√ √ √ √ √ 

Tujuan : Mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah 

Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi pada Sekretariat Daerah 

Meningkatkan tata 

kelola dalam 

penyelenggaraan 

• PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

√ √ √ √ √ 
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fungsi-fungsi utama 

Sekretariat Daerah 

KABUPATEN/KOTA 

• PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat 

Sasaran : Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat 

Meningkatkan 
koordinasi bidang 
kesejahteraan rakyat 

• PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

√ √ √ √ √ 

 

 

5.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 

Hasil analisis di atas dapat dilihat melalui tabel 5.3 dibawah ini. 
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Tabel 5.3  
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 

VISI : MANDIRI 

MISI 4  : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan kualitas koordinasi dan 
kebijakan bidang perekonomian dan 
pembangunan 

Meningkatnya kualitas koordinasi dan 
kebijakan bidang perekonomian dan 
pembangunan 

Peningkatan koordinasi bidang perekonomian dan 
pembangunan 

Meningkatkan koordinasi bidang perekonomian dan 
pembangunan 

  1. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung 
pengelolaan birokrasi berbasis teknologi dan informasi 

2. Pengoptimalan sumber daya yang tersedia dalam 
pemenuhan fungsi pelayanan 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana yang 
mendukung pengelolaan birokrasi berbasis 
teknologi dan informasi 

2. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia 
dalam pemenuhan fungsi pelayanan 

VISI : BERKEADILAN 

MISI 6  : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik Yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Mewujudkan Reformasi Birokrasi 
pada Sekretariat Daerah  

Meningkatnya kapabilitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi pada 
Sekretariat Daerah 

Peningkatan tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi utama Sekretariat Daerah 

Meningkatkan tata kelola dalam penyelenggaraan 
fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah 

  

1. Peningkatan kemampuan baik personal maupun 
secara kelompok melalui pendidikan formal maupun 
non formal 

2. Pemanfaatan SDM Aparatur yang terlatih dalam rangka 
penerapan Teknologi Informasi; 

3. Peningkatan mekanisme  koordinasi dan tata 
hubungan kerja OPD.  

4. Penerapan Aparatur Sipil Negera untuk lebih Efisien 
dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk 
melaksanakan Tugas kedinasan. 

5. Perumusan mekanisme koordinasi dan tata hubungan 

1. Meningkatkan kemampuan baik personal maupun 
secara kelompok melalui pendidikan formal 
maupun non formal 

2. Memanfaatkan SDM Aparatur yang terlatih dalam 
rangka penerapan Teknologi Informasi; 

3. Meningkatkan mekanisme  koordinasi dan tata 
hubungan kerja OPD.  

4. Menerapkan Aparatur Sipil Negera Untuk lebih 
Efisien dalam menggunakan sumber daya yang 
ada untuk melaksanakan Tugas kedinasan. 

5. Merumuskan mekanisme koordinasi dan tata 
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kerja antar OPD;   
6. Pemanfaatan SDM yang terlatih dalam rangka 

pencapaian  kinerja program/kegiatan 
7. Peningkatan kinerja struktur organisasi 
8. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka 

pencapaian  kinerja program/kegiatan. 
9. Peningkatan koordinasi administrasi antar OPD dalam 

pelaksanaan pengelolaan birokrasi. 

hubungan kerja antar OPD;   
6. Memanfaatkan SDM yang terlatih dalam rangka 

pencapaian  kinerja program/kegiatan 
7. Meningkatkan kinerja struktur organisasi 
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam 

rangka pencapaian  kinerja program/kegiatan. 
9. Meningkatkan koordinasi administrasi antar OPD 

dalam pelaksanaan pengelolaan birokrasi. 

VISI : BERNAFASKAN KEAGAMAAN 

MISI 7  :  Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan kualitas koordinasi dan 
kebijakan bidang kesejahteraan 
rakyat 

Meningkatnya kualitas koordinasi dan 
kebijakan bidang kesejahteraan 
rakyat 

Peningkatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Meningkatkan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat 

  1. Peningkatan tupoksi organisasi dalam rangka 
optimalisasi koordinasi dan tata hubungan kerja OPD 

2. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk 
mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan 

1. Meningkatkan tupoksi organisasi dalam rangka 
optimalisasi koordinasi dan tata hubungan kerja 

2. Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk 
mengoptimalkan pelaksanaan program / kegiatan. 

 
Tabel diatas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 berkenaan 

dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang 

tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan 

arah kebijakan tersebut. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan  secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang 

ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi  pelaksanaan  

pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis 

pembangunan dengan memperhatikan evaluasi  pembangunan  sebelumnya.  

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi  dan kebijakan  

pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis  

yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun 

waktu lima tahun (2021-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator  

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja 

penanggung jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta 

turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Sekretariat 

Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD 

teknokrat Kabupaten Barru 2021 – 2026. 

Rumusan  kebijakan  yang  tepat  akan  melahirkan  program-program   

yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan 

diselesaikan oleh Sekretariat Daerah dalam jangka waktu lima tahun 

mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing 

pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir 

dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan dan sasaran yang 

sama, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan 

Akuntabel pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru. 

Berdasarkan  strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah 

program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Barru sebagai upaya untuk mewujudkan visi 

organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut 

dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan 

datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan 

dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dalam kurun waktu 

Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan 
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Program-program  tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya  yang disediakan  untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi. Program  pembangunan  merupakan kristalisasi 

kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan 

mencapai tujuan pembangunan daerah. Hubungan  antara program  dalam 

pencapaian  tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: 



TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

VISI : MANDIRI

MISI 4: Meningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah yang Berkualitas dan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan 

Indikator Tujuan: PDRB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (ADHK)

Indikator Sasaran: PDRB Sektor 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertanahan dan Jaminan Sosial 

Wajib (ADHK)

371,71 379,14 845.149.700        392,04 897.991.700         409,68 931.024.920        428,93 992.361.462        450,81 1.057.331.658      450,81 5.960.915.740        

4 01 03
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase Kebijakan Pengelolaan 

Perekonomian dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang ditetapkan

100% 186.685.200              100% 205.284.500               100% 205.284.500              100% 205.284.500              100% 205.284.500               100% 1.302.556.400              

4 01 03 2.01
Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

Jumlah Ketersediaan Rekomendasi 

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

4 

Rekomenda

si

178.522.700 

4 

Rekomenda

si

192.909.500 

4 

Rekomenda

si

192.909.500 

4 

Rekomenda

si

192.909.500 

4 

Rekomenda

si

192.909.500 

20 

Rekomenda

si

950.160.700                 

Bag. 

Perekonomian 

dan SDA

4 01 03 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan BLUD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Dokumen 2                    15.995.700 2                     22.000.000 2                    22.000.000 2                    22.000.000 2                     22.000.000 10 103.995.700                    

Bag. 

Perekonomian 

dan SDA

4 01 03 2.01 02
Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 

Distribusi Perekonomian
Laporan 3                    24.677.000 3                     29.785.000 3                    29.785.000 3                    29.785.000 3                     29.785.000 15 143.817.000                    

Bag. 

Perekonomian 

dan SDA

4 01 03 2.01 03
Perencanaan dan Pengawasan 

Ekonomi Mikro kecil

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Dokumen 1                    76.701.500 1                     79.785.000 1                    79.785.000 1                    79.785.000 1                     79.785.000 5 395.841.500                    

Bag. 

Perekonomian 

dan SDA

4 01 03 2.01 05

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan Pendirian 

BUMD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 

Pendirian BUMD

Dokumen 1                    61.148.500 1                     61.339.500 1                    61.339.500 1                    61.339.500 1                     61.339.500 5 306.506.500                    

Bag. 

Perekonomian 

dan SDA

4 01 03
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase Peningkatan Rata-rata 

capaian kinerja Program Sekretariat 

Daerah

100% 300.302.000              100% 330.332.200               100% 363.365.420              100% 399.701.962              100% 439.672.158               100% 2.355.952.740              

4 01 03 2.02
Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan

Persentase ketersediaan dokumen 

perencanaan, pengendalian,dan monev 

yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan

100% 300.302.000 100% 330.332.200 100% 363.365.420 100% 399.701.962 100% 439.672.158 100% 1.833.373.740 
Bag. Adm. 

Pemb

4 01 03 2.02 01
Fasilitasi Penyusunan Program 

Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Penyusunan Program Pembangunan 

Daerah

Dokumen 1 21.519.500 1 23.671.450 1 26.038.595 1 28.642.455 1 31.506.700 5 131.378.699                    
Bag. Adm. 

Pemb

4 01 03 2.02 02
Pengendalian dan Evaluasi 

Program Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 

Evaluasi Program Pembangunan
Laporan 1 262.760.000 1 289.036.000 1 317.939.600 1 349.733.560 1 384.706.916 5 1.604.176.076                 

Bag. Adm. 

Pemb

4 01 03 2.02 03

Pengelolaan Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

Laporan 1 16.022.500 1 17.624.750 1 19.387.225 1 21.325.948 1 23.458.542 5 97.818.965                      
Bag. Adm. 

Pemb

4 01 03
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Indeks Tata Kelola Pengadaan 

Barang dan Jasa
60 350.000.000              60 s/d 80 350.000.000               60 s/d 80 350.000.000              80 s/d 99 375.000.000              80 s/d 99 400.000.000               80 s/d 99 2.103.526.600              

4 01 03 2.03
Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah Indikator Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang dan Jasa
3 Jenis 350.000.000 3 Jenis 350.000.000 3 Jenis 350.000.000 3 Jenis 375.000.000 3 Jenis 400.000.000 15 Jenis 1.825.000.000              

Persentase pengadaan barang/jasa 

yang memanfaatkan sistem pengadaan 

pemerintah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 01 03 2.03 01
Pengelolaan Pengadaan Barang 

dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Pengadaan Barang dan Jasa
Dokumen 50 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 50 210.000.000 50 220.000.000 250 1.030.000.000                 

Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 03 2.03 02
Pengelolaan Layanan Pengadaan 

secara Elektronik

Jumlah Dokumen Hasil Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik
Dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 110.000.000 2 120.000.000 10 530.000.000                    

Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 03 2.03 03
Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang dan Jasa

Orang 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 55.000.000 2 60.000.000 10 265.000.000                    
Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 03
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase Kebijakan Pengelolaan 

Perekonomian dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang ditetapkan

100% 8.162.500                  100% 12.375.000                 100% 12.375.000                100% 12.375.000                100% 12.375.000                 100% 198.880.000                 

4 01 03 2.04
Pemantauan Kebijakan Sumber 

Daya Alam

Persentase Kebijakan Pengelolaan 

Perekonomian dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang ditetapkan

100% 8.162.500 100% 12.375.000 100% 12.375.000 100% 12.375.000 100% 12.375.000 100% 57.500.000                   

2025 2026

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENSTRA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 - 2026

SATUAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM, 

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TUJUAN SASARAN

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N

PERANGKAT 

DAERAH

TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF

KONDISI KINERJA AKHIR 

PERIODE

U
R

U
S
A

N
/
U

N
S
U

R

PROGRAM/ KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN

S
U

B
 K

E
G

IA
T

A
N

2022 2023 2024

KODE REKENING

Meningkat

kan 

Kualitas 

Koordinasi 

Dan 

Kebijakan 

Bidang 

Perekonom

ian Dan 

Pembangu

nan

Meningkatn

ya Kualitas 

Koordinasi 

Dan 

Kebijakan 

Bidang 

Perekonomi

an Dan 

Pembangun

an

B
ID

A
N

G
 

U
R

U
S
A

N
/
 

P
R

O
G

R
A

M

K
E

G
IA

T
A

N



TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

2025 2026

SATUAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM, 

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TUJUAN SASARAN

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N

PERANGKAT 

DAERAH

TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF

KONDISI KINERJA AKHIR 

PERIODE
U

R
U

S
A

N
/
U

N
S
U

R
PROGRAM/ KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN

S
U

B
 K

E
G

IA
T

A
N

2022 2023 2024

KODE REKENING

B
ID

A
N

G
 

U
R

U
S
A

N
/
 

P
R

O
G

R
A

M

K
E

G
IA

T
A

N

4 01 03 2.04 01

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan 

Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, 

Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, 

Tenaga Kerja

Dokumen 1                      8.000.000 1 12.375.000 1 12.375.000 1 12.375.000 1 12.375.000 5 57.500.000                      
Bag. 

Perekonomian

VISI : BERKEADILAN

MISI 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean governance) serta Layanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi

Indikator Tujuan: Nilai 

Reformasi Birokrasi Sekretariat 

Daerah

- B B BB BB A A

Indikator Sasaran: Nilai SAKIP 

Sekretariat Daerah
CC B 38.137.041.776   B 32.355.448.661    BB 32.521.202.782   BB 37.322.224.206   A 42.778.155.846    A 183.114.073.271    

4 01 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah  3,00           37.184.323.776  3,00           31.339.997.261  3,00           31.419.502.542  4,00           36.134.753.842  4,00           41.563.107.586  4,00           177.641.685.007 

Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan 

Pendidikan dan Pelatihan
20 JPL               532.889.000 20 JPL                553.639.500 20 JPL                593.707.150 20 JPL                628.677.965 20 JPL                656.255.862 120 JPL               2.965.169.477 

Tingkat Kematangan Organisasi Level 1               419.829.000 Level 1                461.811.900 Level 2                507.993.090 Level 2                558.792.399 Level 2                558.792.399 Level 2               2.507.218.788 

4 01 01 2.02
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Persentase ASN yang menerima gaji 

dan tunjangan
100% 11.361.877.128          1             7.899.505.843 100% 7.094.659.295            100% 12.593.947.740          100% 12.749.273.565          100% 51.699.263.571             

4 01 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN
Orang/bulan 92             11.361.877.128 92             7.899.505.843 92               7.094.659.295 92             12.593.947.740 92              12.749.273.565 92 51.699.263.571               Bag. Umum

4 01 01 2.05
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Persentase ASN yang telah mengikuti 

diklat kompetensi teknis terhadap 

keseluruhan ASN

100% 532.889.000               100% 553.639.500               100% 593.707.150               100% 628.677.965               100% 656.255.862               100% 2.965.169.477              

4 01 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

Orang 5 57.500.000 5 57.500.000 5 57.500.000 5 57.500.000 5 57.500.000 25 287.500.000                    Bag. Umum

4 01 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan

Orang - - - - - - - - - - - -
Bag. 

Perekonomian

4 01 01 2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan
Orang 0 - 5 9.625.000 5 9.625.000 5 9.625.000 5 9.625.000 20 38.500.000                      

Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan
Orang 0 - 6                     11.125.500 6                    11.125.500 6 11.125.500 6                     11.125.500 24 44.502.000                      

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan
Orang 3 10.000.000 3 10.000.000 3 11.000.000 3 12.100.000 3 13.310.000 15 56.410.000                      

Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 01 2.05 10
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan
Orang 6                    11.125.500 6                     11.125.500 6                    11.125.500 6 11.125.500 6                     11.125.500 30 55.627.500                      Bagian Hukum

4 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 3 39.791.000 3 39.791.000 3 43.770.100 3 48.147.110 3 52.961.821 15 224.461.031                    
Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 6 90.000.000 6 90.000.000 6 99.000.000 6 108.900.000 6 119.790.000 30 507.690.000                    

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 20 100.000.000 20 100.000.000 20 110.000.000 20 121.000.000 20 121.000.000 100 552.000.000                    
Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 7 42.000.000 7 42.000.000 7 46.200.000 7 50.820.000 7 57.112.000 35 238.132.000                    
Bag. 

Pemerintahan

4 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 2 31.422.000 10 31.422.000 10 46.898.000 10 46.898.000 10 46.898.000 50 203.538.000                    
Bag. 

Perekonomian

4 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 6 36.125.500 6 36.125.500 6 39.738.050 6 43.711.855 6 48.083.041 30 203.783.946                    Bagian Protokol 
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4 01 01 2.05 11

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 8                    54.558.000 8                     54.558.000 8                    54.558.000 8                    54.558.000 8                     54.558.000 40 272.790.000                    Bagian Hukum

4 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 6 12.000.000 6 12.000.000 3 4.800.000 3 4.800.000 3 4.800.000 21 38.400.000                      Bagian Umum

4 01 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Orang 3 48.367.000 3 48.367.000 3 48.367.000 3 48.367.000 3 48.367.000 15 241.835.000                    
Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.06
Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Persentase keterpenuhan layanan  

administrasi umum perangkat daerah
100% 4.131.686.776            100% 4.144.630.676            100% 4.623.351.630            100% 4.145.630.676            100% 5.217.303.155            100% 22.262.602.913             

4 01 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan

Paket 12 89.030.700 12 89.030.700 12 95.000.000 12 89.030.700 12 125.637.500 60 487.729.600                    Bag. Umum

4 01 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Paket - - - - - 0 -                                       Bag. Umum

4 01 01 2.06 03
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 

yang Disediakan
Paket 4 900.000 4 900.000 4 990.000 4 900.000 4 1.197.900 20 4.887.900                        

Bag. 

Pemerintahan

4 01 01 2.06 03
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 

yang Disediakan
Paket 4 51.750.000 4 51.750.000 4 59.512.500 4 51.750.000 4 85.478.058 20 300.240.558                    Bagian Umum

4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan
Paket 6 208.899.455 6 208.899.455 6 215.000.000 6 208.899.455 6 225.750.000 30 1.067.448.365                 Bagian Umum

4 01 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
Paket 5000 3.460.000 5000 3.460.000 5000 4.186.600 5000 3.460.000 5000 5.065.786 25000 19.632.386                      

Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
Paket 0 - 7000 - 7000 - 7000 - 7000 - 28000 -                                       

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
Paket 6000                      3.000.000 6000                       3.000.000 6000                      3.000.000 6000                      3.000.000 6000                       3.000.000 30000 15.000.000                      Bagian Hukum

4 01 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan
Paket 9884                      4.942.000 9884 4.942.000 9884 5.189.100 9884 4.942.000 9884 5.720.983 49420 25.736.083                      

Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 

Tamu
Laporan 1 1.695.506.188 1 1.695.506.188 1 1.865.056.807 1 1.695.506.188 1 2.051.562.487 5 9.003.137.858                 Bagian Umum

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 62 54.000.000 62 54.000.000 62 56.700.000 62 54.000.000 62 66.363.660 310 285.063.660                    

Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 150 100.000.000 150 100.000.000 150 105.000.000 150 100.000.000 150 115.762.500 750 520.762.500                    

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 70                    70.000.000 70                     70.000.000 70                    73.500.000 70                    70.000.000 70                     77.175.000 350 360.675.000                    

Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 138                    85.000.000 138                     85.000.000 138                    89.250.000 138                    85.000.000 138                     98.398.125 690 442.648.125                    

Bag. 

Pemerintahan

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 101                  146.825.600 101                   146.825.600 101                  146.825.600 101                  146.825.600 101                   146.825.600 606 734.128.000                    

Bag. 

Perekonomian

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 9                      9.753.000 17                     17.696.900 17 30.466.590 17 17.696.900 17 33.513.249 77 109.126.639                    Bagian Protokol 

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 54                    42.477.500 54                     42.477.500 54                    42.477.500 54                    42.477.500 54                     42.477.500 270 212.387.500                    Bagian Hukum

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 409 1.512.474.833 409 1.512.474.833 409 1.769.346.058 409 1.512.474.833 409 2.064.747.967 2045 8.371.518.524                 Bagian Umum

4 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Laporan 30                    53.667.500 30                     53.667.500 30                    56.350.875 30                    53.667.500 30                     62.126.840 150 279.480.215                    

Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.06 10
Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD
Dokumen - - 1                       5.000.000 1                      5.500.000 1                      6.000.000 1                       6.500.000 4 23.000.000                      Bagian Umum

4 01 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100% 2.652.224.845            100% 1.098.145.000            100% 1.238.102.207            100% 1.107.507.030            100% 2.471.510.313            100% 8.567.489.396              

4 01 01 2.07 01

Pengadaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan

Unit 1 937.817.815 - - - - - - 1 1.240.264.000 2 2.178.081.815                 Bagian Umum
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4 01 2 07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan

Unit 2 575.000.000 - - - - - - - - 2 575.000.000                    Bagian Umum

4 01 2 07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan

Unit 1                    25.000.000 1                     27.500.000 1                    27.750.000 - - - - 6 80.250.000                      Bagian Hukum

4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0                                     - 2 15.000.000 3 4.500.000 3 4.950.000 3 5.445.000 11 29.895.000                      
Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 4 10.000.000 2 11.000.000 2 12.100.000 2 10.000.000 2 14.641.000 12 57.741.000                      

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 2                      2.000.000 1                       6.000.000 1 6.600.000 1 2.000.000 1 7.986.000 6 24.586.000                      Bagian Protokol 

4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 1                      1.500.000 1                       1.500.000 1                      1.500.000 1                      1.500.000 1                       1.500.000 5 7.500.000                        Bagian Hukum

4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 3 79.180.615 3 75.000.000 3 91.057.707 3 79.180.615 3 104.716.363 15 429.135.301                    Bagian Umum

4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 - 4 15.000.000 2 16.500.000 2 18.150.000 1                       6.000.000 9 55.650.000                      
Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
Unit 1 5.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 7 85.000.000                      

Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
Unit 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 30.000.000 3 36.300.000 15 156.300.000                    

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
Unit 5 40.000.000 5 70.900.000 5 40.000.000 5 40.000.000 5 49.489.000 25 240.389.000                    

Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
Unit 2 14.500.000 1 15.000.000 2 25.000.000 1 14.500.000 1 20.000.000 8 89.000.000                      

Bag. 

Perekonomian

4 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
Unit 4 17.955.000 2 21.900.000 2 24.090.000 2 17.955.000 2 26.499.000 12 108.399.000                    Bagian Protokol 

4 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
Unit 3                    20.000.000 3                     20.000.000 3                    20.000.000 3                    20.000.000 3                     20.000.000 15 100.000.000                    Bagian Hukum

4 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
Unit 5 302.500.000 5 250.000.000 5 362.875.000 5 302.500.000 3 399.162.500 23 1.617.037.500                 Bagian Umum

4 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan
Unit 3 21.450.000                  3 23.595.000                   3 25.954.500                  3 21.450.000                  3 28.549.950                   15 120.999.450                    

Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan

Unit 8 222.821.415 8 200.000.000 8 230.000.000 8 222.821.415 8 264.500.000 40 1.140.142.830                 Bagian Umum

4 01 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan

Unit 11 317.500.000 11 285.750.000 11 257.175.000 11 317.500.000 11 231.457.500 55 1.409.382.500                 Bagian Umum

4 01 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan

Unit 2 30.000.000 0 - 2 33.000.000 0 - 0 - 4 63.000.000                      
Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase keterpenuhan layanan jasa 

penunjang urusan kantor
100% 9.583.319.135            100% 9.155.058.295            100% 9.155.058.295            100% 9.126.486.945            100% 11.354.346.732          100% 48.374.269.402             

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10 13.000.000 10 14.169.450 10 14.169.450 10 13.000.000 10 17.565.035 50 71.903.935                      

Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10 15.000.000 10 16.500.000 10 16.500.000 10 15.000.000 10 19.965.000 50 82.965.000                      

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10 20.000.000 10 23.000.000 10 23.000.000 10 20.000.000 10 25.300.000 50 111.300.000                    

Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10 11.000.000 10 12.000.000 10 12.000.000 10 11.000.000 10 14.520.000 50 60.520.000                      

Bag. 

Pemerintahan

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10 7.469.800 10 8.500.000 10 8.500.000 10 7.469.800 10 9.050.000 50 40.989.600                      

Bag. 

Perekonomian

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10 17.128.300 10 13.000.000 10 13.000.000 10 17.128.300 10 15.730.000 50 75.986.600                      Bagian Protokol 

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10                      4.787.000 10                       4.787.000 10                      4.787.000 10                      4.787.000 10                       4.787.000 50 23.935.000                      Bagian Hukum

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10 250.000.000 10 275.000.000 10 275.000.000 10 250.000.000 10 332.750.000 50 1.382.750.000                 Bagian Umum

4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Laporan 10                    14.779.500 10 14.057.450 10 14.057.450 10 14.057.450 10 15.463.195 50 72.415.045                      

Bagian 

Organisasi
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4 01 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

Laporan 12 6.739.463.115 12 6.263.352.975 12 6.263.352.975 12 6.263.352.975 12 7.578.657.100 72 33.108.179.140               Bagian Umum

4 01 01 2.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Laporan 3 674.018.795 3 674.018.795 3 674.018.795 3 674.018.795 3 891.389.856 15 3.587.465.036                 Bagian Umum

4 01 01 2.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Laporan 2                                     - 2                     20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 26.620.000 10 86.620.000                      
Bag. 

Pemerintahan

4 01 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

Laporan - - - - - - - - - - 5000 -                                       
Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

Laporan 1 1.816.672.625 1 1.816.672.625 1 1.816.672.625 1 1.816.672.625 1 2.402.549.547 5 9.669.240.047                 Bagian Umum

4 01 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan 

daerah yang dipelihara

100% 2.791.717.705            100% 2.408.585.750            100% 2.654.038.615            100% 2.541.139.825            100% 3.097.416.696            100% 13.492.898.591             

4 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Unit 5 610.910.360 5 610.910.360 5 702.546.914 5 610.910.360 5 807.928.951 25 3.343.206.945                 Bagian Umum

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 4 10.500.000 4 11.550.000 4 12.705.000 4 10.500.000 4 13.975.500 4 59.230.500                      
Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 4 15.000.000 4 16.500.000 4 18.150.000 4 15.000.000 4 19.965.000 4 84.615.000                      

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 2 10.000.000 2 10.000.000 2 11.000.000 2 10.000.000 2 12.100.000 2 53.100.000                      
Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 1 7.500.000 1 7.500.000 1 8.250.000 1 7.500.000 1 9.075.000 1 39.825.000                      
Bag. 

Pemerintahan

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 3 8.500.000 3 8.500.000 3 8.500.000 3 8.500.000 3 8.500.000 3 42.500.000                      
Bag. 

Perekonomian

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 1 12.500.000 1 12.500.000 1 13.750.000 1 12.500.000 1 15.125.000 1 66.375.000                      Bagian Protokol 

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 1                      7.550.000 1                       7.550.000 1                      7.550.000 1                      7.550.000 1                       7.550.000 1 37.750.000                      Bagian Hukum

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 68 530.719.250 68 530.719.250 68 610.327.138 68 530.719.250 68 701.876.208 68 2.904.361.096                 Bagian Umum

4 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Unit 1                    10.000.000 1                     10.000.000 1                    10.000.000 1                    10.000.000 1                     10.000.000 1 50.000.000                      
Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 4                      1.000.000 4                       1.000.000 4                      1.000.000 4                      1.000.000 4                       1.000.000 4 5.000.000                        Bagian Hukum

4 01 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 3 4.065.000 3 4.471.500 3 4.918.650 3 4.065.000 3 5.410.515 3 22.930.665                      

Bag. Adm. 

Pemb

4 01 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 3                      3.000.000 3 3.300.000 3 3.630.000 3 3.000.000 3 3.993.000 3 16.923.000                      

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 3 2.000.000 3 2.000.000 3 2.200.000 3 2.000.000 3 2.420.000 3 10.620.000                      

Bag. Pengadaan 

Barang/Jasa
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4 01 01 2.09 06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 3 4.630.000 3 5.000.000 3 5.500.000 3 4.630.000 3 6.050.000 3 25.810.000                      

Bag. 

Pemerintahan

4 01 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 3 2.355.000 3 3.600.000 3 3.600.000 3 2.355.000 3 3.600.000 3 15.510.000                      

Bag. 

Perekonomian

4 01 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 4 3.000.000 4 3.300.000 4 3.630.000 4 3.000.000 4 3.993.000 4 16.923.000                      Bagian Protokol 

4 01 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 3                      3.000.000 3                       3.000.000 3                      3.000.000 3                      3.000.000 3                       3.000.000 3 15.000.000                      Bagian Hukum

4 01 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit 4 17.556.190 4 17.556.190 4 20.189.619 4 17.556.190 4 23.218.061 4 96.076.250                      Bagian Umum

4 01 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara
Unit - - 3 2.420.000 3 2.662.000 3 4.630.000 3 4.630.000 3 14.342.000                      

Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 

Dipelihara
Unit - - 2 2.420.000 2 2.662.000 5 4.630.000 5 4.630.000 2 14.342.000                      

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Unit 6 893.143.455 6 634.788.450 6 698.267.295 6 768.094.025 6 768.094.025 30 3.762.387.249                 Bagian Umum

4 01 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 6 634.788.450 6 500.000.000 6 500.000.000 6 500.000.000 6 661.282.436 30 2.796.070.886                 Bagian Umum

4 01 01 2.11

Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

Persentase ketersediaan laporan 

Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

100% 5.390.000.000            100% 5.390.000.000            100% 5.390.000.000            100% 5.390.000.000            100% 5.390.000.000            100% 26.950.000.000             

4 01 01 2.11 02

Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut Kelengkapan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut 

Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang Disediakan

Paket 9 350.000.000 9 350.000.000 9 350.000.000 9 350.000.000 9 350.000.000 45 1.750.000.000                 Bagian Umum

4 01 01 2.11 03

Pelaksanaan Medical Check Up 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Medical 

Check Up Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Orang 8 290.000.000 8 290.000.000 8 290.000.000 8 290.000.000 8 290.000.000 40 1.450.000.000                 Bagian Umum

4 01 01 2.11 04

Penyediaan Dana Penunjang 

Operasional Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Dana 

Penunjang Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Orang/Bulan 4 4.750.000.000 4 4.750.000.000 4 4.750.000.000 4 4.750.000.000 4 4.750.000.000 20 23.750.000.000               Bagian Umum

4 01 01 2.12
Fasilitasi Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah

Persentase Rumah Tangga yang 

difasilitasi kebutuhannya pada 

Sekretariat Daerah

100% 928.456.560               100% 882.840.745               100% 885.000.000               100% 885.000.000               100% 885.000.000               100% 4.466.297.305              

4 01 01 2.12 01
Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 

Kepala Daerah yang Disediakan
Paket 1 515.615.815 1 470.000.000 1 470.000.000 1 470.000.000 1 470.000.000 1 2.395.615.815                 Bagian Umum

4 01 01 2.12 02
Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 

Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
Paket 1 349.640.745 1 349.640.745 1 350.000.000 1 350.000.000 1 350.000.000 1 1.749.281.490                 Bagian Umum

4 01 01 2.12 03
Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 

Sekretariat Daerah yang Disediakan
Paket 1 63.200.000 1 63.200.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 321.400.000                    Bagian Umum

4 01 01 2.13 Penataan Organisasi

Persentase Penataan Organisasi yang 

terlaksana sesuai Peraturan Perundang-

Undangan

100% 419.829.000               100% 461.811.900               100% 507.993.090               100% 558.792.399               100% 558.792.399               100% 2.507.218.788              

4 01 01 2.13 01
Pengelolaan Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Dokumen 6                  176.379.100 6 194.017.010 6 213.418.711 6 234.760.582 6 234.760.582 30 1.053.335.985                 

Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.13 02
Fasilitasi Pelayanan Publik dan 

Tata Laksana

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Laporan 1                  117.579.000 1 129.336.900 1 142.270.590 1 156.497.649 1 156.497.649 5 702.181.788                    

Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.13 03
Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi

Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja 

dan Reformasi Birokrasi
Dokumen 1                    57.851.100 1 63.636.210 1 69.999.831 1 76.999.814 1 76.999.814 5 345.486.769                    

Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.13 04

Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas Pelayanan 

Publik dan Tata Laksana

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi 

dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 

Publik dan Tata Laksana

Dokumen 1                    54.179.000 1 59.596.900 1 65.556.590 1 72.112.249 1 72.112.249 5 323.556.988                    
Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.13 05

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah

Dokumen 1                    13.840.800 1 15.224.880 1 16.747.368 1 18.422.105 1 18.422.105 5 82.657.258                      
Bagian 

Organisasi

4 01 01 2.14
Pelaksanaan Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan

Persentase Fasilitasi Keprorotokolsn, 

Komunikasi dan Dokumentasi 

Pimpinan

100% 345.041.627               100% 361.230.952               100% 379.292.500               100% 345.041.627               100% 398.257.125               100% 1.828.863.830              



TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

2025 2026

SATUAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, 

SASARAN, PROGRAM, 

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TUJUAN SASARAN

DATA 

CAPAIAN 

PADA TAHUN 

AWAL 

PERENCANAA

N

PERANGKAT 

DAERAH

TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF

KONDISI KINERJA AKHIR 

PERIODE
U

R
U

S
A

N
/
U

N
S
U

R
PROGRAM/ KEGIATAN/ 

SUB KEGIATAN

S
U

B
 K

E
G

IA
T

A
N

2022 2023 2024

KODE REKENING

B
ID

A
N

G
 

U
R

U
S
A

N
/
 

P
R

O
G

R
A

M

K
E

G
IA

T
A

N
4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Keprotokolan
Laporan 1                  150.000.000 1 157.500.000 1 165.375.000 1 150.000.000 1 173.643.750 5 796.518.750                    Bagian Protokol 

4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Komunikasi Pimpinan
Laporan 1                    73.786.500 1 77.475.825 1 81.349.616 1 73.786.500 1 85.417.097 5 391.815.538                    Bagian Protokol 

4 01 01 2.14 03
Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan

Jumlah Laporan Pendokumentasian 

Tugas Pimpinan
Laporan 1                  121.255.127 1                   126.255.127 1 132.567.883 1 121.255.127 1 139.196.278 5 640.529.542                    Bagian Protokol 

4 01 02
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD)
3,3044 629.992.000              3,3697 695.946.330               3,4005 718.420.300              3,4769 755.134.340              3,5000 806.647.774               3,5000 4.699.545.414              

4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan

Persentase Pelaporan Administrasi 

Tata Pemerintahan yang dilaksanakan 

sesuai peraturan perundang-undangan 

100% 559.543.300               100% 615.497.630               100% 637.971.600               100% 666.640.770               100% 709.304.847               100% 3.188.958.146              

4 01 02 2.01 01
Penataan Administrasi 

Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil Penataan 

Administrasi Pemerintahan
Dokumen 1 135.000.000 1 148.500.000 1 147.624.088 1 151.775.883 1 166.953.472 6 749.853.443                    

Bag. 

Pemerintahan

4 01 02 2.01 02
Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 

Administrasi Kewilayahan
Dokumen 1 124.543.300 1 136.997.630 1 143.847.512 1 151.039.887 1 166.143.876 6 722.572.204                    

Bag. 

Pemerintahan

4 01 02 2.01 03
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dokumen 4 300.000.000 4 330.000.000 4 346.500.000 4 363.825.000 4 376.207.499 24 1.716.532.499                 

Bag. 

Pemerintahan

4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah
Jumlah Kerjasama Daerah yang 

ditetapkan
10 MOU 70.448.700 10 MOU 80.448.700 10 MOU 80.448.700 10 MOU 88.493.570 10 MOU 97.342.927 50 MOU 417.182.597                 

4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja 

Sama Dalam Negeri
Dokumen 1 70.448.700 1 80.448.700 1 80.448.700 1 88.493.570 1 97.342.927 5 417.182.597                    

Bag. 

Pemerintahan

4 01 02
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Nilai hasil evaluasi RB pada 

Penataan PerUUan
3 550.000.000              3 605.000.000               4 665.500.000              4 732.050.000              5 805.255.000               5 3.939.422.000              

4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Jumlah Perda dan Perbub yang 

ditetapkan 

10 Perda 

dan 20 

Perbub

550.000.000               

10 Perda 

dan 20 

Perbub

605.000.000               

10 Perda 

dan 20 

Perbub

665.500.000               

10 Perda 

dan 20 

Perbub

732.050.000               

10 Perda 

dan 20 

Perbub

805.255.000               

50 Perda 

dan 100 

Perbub

3.357.805.000              Bagian Hukum

4 01 02 2.03 01
Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang 

Disusun
Dokumen 3 300.000.000 3                   330.000.000 3                  363.000.000 3                  399.300.000 3                   439.230.000 15 1.831.530.000                 Bagian Hukum

4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
Jumlah Kasus yang Mendapatkan 

Fasilitasi Bantuan Hukum
Kasus 3 125.000.000 3                   137.500.000 3                  151.250.000 3                  166.375.000 3                   183.012.500 15 763.137.500                    Bagian Hukum

4 01 02 2.03 03
Pendokumentasian Produk Hukum 

dan Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan 

Informasi Hukum yang Didokumentasi
Dokumen 1 125.000.000 1                   137.500.000 1                  151.250.000 1                  166.375.000 1                   183.012.500 1 763.137.500                    Bagian Hukum
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VISI : BERNAFASKAN KEAGAMAAN

MISI 7 : Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama

Indikator Tujuan: Persentase Penurunan Kasus Kriminalitas Khusus

Indikator Sasaran: Persentase 

Penurunan Kasus Kriminalitas 

Khusus

- 5,65 22.209.472.854    5,2 23.812.710.579    5,09 24.181.219.002    4,87 24.788.467.762    4,1 25.236.006.473    4,1 120.227.876.670    

4 01 02
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase pelaksanaan  

koordinasi dan pengembangan  

kebijakan bidang keagamaan

100% 22.209.472.854          100% 23.812.710.579          100% 24.181.219.002          100% 24.788.467.762          100% 25.236.006.473          100% 120.227.876.670           

4 01 02 2.02
Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat

Persentase ketersediaan laporan 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat 

yang tersusun sesuai aturan Perundang-

Undangan

100% 22.209.472.854          100% 23.812.710.579          100% 24.181.219.002          100% 24.788.467.762          100% 25.236.006.473          100% 120.227.876.670           

4 01 02 2.02 01
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 

Spiritual

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Dokumen 1 3.536.272.854 1 3.889.900.139 1 4.278.890.153 1 4.706.779.169 1 5.177.457.086 5 21.589.299.401               

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 02 2.02 02

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 

Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait 

Kesejahteraan Sosial yang Meliputi 

Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Administrasi 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pengendalian Penduduk dan KB

Dokumen 1 8.650.000.000 1 9.515.000.000 1 10.466.500.000 1 10.013.150.000 1 12.664.465.000 5 51.309.115.000               

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

4 01 02 2.02 03

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, 

dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 

Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait 

Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi 

Urusan Kepemudaan dan Olahraga, 

Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, 

Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum 

Linmas

Dokumen 2 10.023.200.000 2 10.407.810.440 2 9.435.828.849 2 10.068.538.593 2 7.394.084.387 10 47.329.462.269               

Bag. 

Kesejahteraan 

Rakyat

Meningkatk

an Kualitas 

Koordinasi 

Dan 

Kebijakan 

Bidang 

Kesejahtera

an Rakyat

Meningkatny

a Kualitas 

Koordinasi 

Dan 

Kebijakan 

Bidang 

Kesejahteraa

n Rakyat



Nomenklatur Target 5 tahun Nomenklatur Target 5 tahun

1

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Terwujudnya 

pelaksanaan kebijakan 

dan koordinasi bidang 

Perekonomian

Persentase Kebijakan 

Pengelolaan 

Perekonomian dan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang 

ditetapkan

1.1
Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

Terlaksananya Kebijakan 

Perekonomian

Jumlah Ketersediaan 

Rekomendasi Pelaksanaan 

Kebijakan Perekonomian

4 Rekomendasi

Tersedianya rekomendasi 

pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

100%
=Jumlah rekomendasi Pelaksanaan 

Kebijakan Perekonomian

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Terwujudnya 

pelaksanaan kebijakan 

dan koordinasi bidang 

Pembangunan

Persentase Peningkatan 

Rata-rata capaian 

kinerja Program 

Sekretariat Daerah

1.2
Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan

Ketepatan waktu dalam 

pelaporan administrasi 

pembangunan (Tepra)

Persentase ketersediaan 

dokumen perencanaan, 

pengendalian,dan monev 

yang sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan

100%

Terpenuhinya dokumen 

perencanaan, 

pengendalian,dan monev

100%

=Jumlah dokumen yang dikeluarkan / 

Jumlah dokumen perencanaan, 

pengandalian, dan monev yagn 

ditargetkan x 100%

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Terwujudnya 

Implementasi Kebijakan 

diBidang Pengadaan 

Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola 

Pengadaan Barang dan 

Jasa

1.3
Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Terlaksananya 

Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Jumlah Indikator Indeks 

Tata Kelola Pengadaan 

Barang dan Jasa

3 Jenis

Tercapainya Nilai Tata 

Kelola Pengadaan Barang 

dan Jasa yang diinginkan

100% =Jumlah nilai seluruh Indikator

Persentase pengadaan 

barang/jasa yang 

memanfaatkan sistem 

pengadaan pemerintah

100%

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Terwujudnya 

pelaksanaan kebijakan 

dan koordinasi bidang 

Perekonomian

Persentase Kebijakan 

Pengelolaan 

Perekonomian dan 

Pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang 

ditetapkan

Hasil (Outcome)

Tabel 6.2

Sasaran, Indikator dan Formulasi Metodologi Indikator dari Program dan Kegiatan

No
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Sasaran Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program

Indikator Kegiatan
Pengertian  Indikator/ Metodologi 

(Rumus/Formula Program dan 

Kegiatan)

KeteranganKeluaran (output)



Nomenklatur Target 5 tahun Nomenklatur Target 5 tahun

Hasil (Outcome)No
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Sasaran Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program

Indikator Kegiatan
Pengertian  Indikator/ Metodologi 

(Rumus/Formula Program dan 

Kegiatan)

KeteranganKeluaran (output)

1.4
Pemantauan Kebijakan 

Sumber Daya Alam

Terlaksananya 

Pemantauan Kebijakan 

Sumber Daya Alam

Persentase Kebijakan 

Pengelolaan Perekonomian 

dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang 

ditetapkan

100%

Tercapainya Pemantauan 

Kebijakan Sumber Daya 

Alam

100%

=Jumlah kebijakan pengelolaan 

Perekonomian dan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam yang ditetapkan / Jumlah 

kebijakan yang direncanakan x 100%

Nilai Maturitas SPIP 

Sekretariat Daerah

Data resmi hasil penilaian Maturitas 

SPIP dirilis oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Rata-rata Lama Pegawai 

mendapatkan 

Pendidikan dan 

Pelatihan

= Total jumlah jam pelajaran yang 

diikuti/ Jumlah PNS Sekretariat 

Daerah

Tingkat Kematangan 

Organisasi
=Jumlah nilai seluruh Indikator

2.1
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan 

Administrasi keuangan 

Sekretariat Daerah

Persentase ASN yang 

menerima gaji dan 

tunjangan

100%

Terpenuhinya 

Pembayaran Gaji dan 

Tunjangan ASN 

100%

= Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang 

menerima gaji dan tunjangan/Jumlah 

ASN Sekretariat Daerah x 100%

2.2.
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Terwujudnya pelayanan 

administrasi kepegawaian 

Sekretariat Daerah

Persentase ASN yang telah 

mengikuti diklat 

kompetensi teknis 

terhadap keseluruhan 

ASN

100%

Terpenuhinya Jumlah 

ASN yang telah 

Mengikuti Kompetensi 

Teknis

100%

= Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang 

telah mengikuti pengembangan 

SDM/Jumlah ASN Sekretariat Daerah x 

100%

2.3
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Terwujudnya pelayanan 

administrasi umum

Persentase keterpenuhan 

layanan  administrasi 

umum perangkat daerah

100%
Terpenuhinya Layanan 

Administrasi Umum
100%

= Jumlah realisasi keseluruhan sub 

kegiatan/Jumlah sub kegiatan x 100%

2.4

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Tersedianya Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase Pemenuhan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

100%

Terpenuhinya Kebutuhan 

Akan Barang Milik 

Daerah

100%

= Jumlah meubel dan sarana prasarana 

yang diadakan pada tahun n ditambah 

jumlah meubel dan sarana prasarana 

yang telah ada/jumlah kebutuhan mebel 

dan sarana prasarana x 100%

2.5

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Terwujudnya Pelayanan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Sekretariat Daerah

Persentase keterpenuhan 

layanan jasa penunjang 

urusan kantor

100%

Terpenuhinya  layanan 

jasa penunjang urusan 

kantor

100%
= Jumlah realisasi keseluruhan sub 

kegiatan/Jumlah sub kegiatan x 100%

2

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Terwujudnya Penunjang 

urusan Pemerintahan 

Daerah dalam 

menunjang urusan 

Sekretariat Daerah



Nomenklatur Target 5 tahun Nomenklatur Target 5 tahun

Hasil (Outcome)No
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Sasaran Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program

Indikator Kegiatan
Pengertian  Indikator/ Metodologi 

(Rumus/Formula Program dan 

Kegiatan)

KeteranganKeluaran (output)

2.6

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Terwujudnya 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Sekretariat 

Daerah

Persentase barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

yang dipelihara

100%

Terpeliharanya Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

100%

= Jumlah barang milik daerah yang 

dipelihara pada tahun n/jumlah barang 

milik daerah yang akan dipeliharan dari 

tahun 2021-2026 x 100%

2.7

Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Tersedianya Dokumen 

Administrasi Penggunaan 

Keuangan Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Persentase ketersediaan 

laporan Administrasi 

Keuangan dan 

Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

100%

Tersedia laporan 

Administrasi Keuangan 

dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

100%

=Jumlah laporan Administrasi 

Keuangan dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah / 

Jumlah Laporan yang ditargetkan x 

100%

2.8
Fasilitasi Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah

Terlaksananya Fasilitasi 

Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah

Persentase Rumah Tangga 

yang difasilitasi 

kebutuhannya pada 

Sekretariat Daerah

100%

Terwujudnya kegiatan 

Kerumahtanggaan yang 

difasilitasi

100%

=Jumlah kegiatan kerumahtanggaan 

yang difasilitasi / Jumlah seluruh 

kegiatan kerumahtanggaan yang 

difasilitasi pada Sekretariat Daerah x 

100%

2.9 Penataan Organisasi
Terlaksananya Penataan 

Organisasi

Persentase Penataan 

Organisasi yang 

terlaksana sesuai 

peraturan perundang-

undangan

100%
Terwujudnya Penataan 

Organisasi
100%

Kematangan organisasi diukur 

berdasarkan total nilai kematangan 

perangkat daerah dibandingkan dengan 

jumlah perangkat daerah

2.10
Pelaksanaan Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan

Tercapainya Pelaksanaan 

Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan

Persentase Fasilitasi 

Keprorotokolsn, 

Komunikasi dan 

Dokumentasi Pimpinan

100%

Terwujudnya kegiatan 

Fasilitasi Keprorotokolsn, 

Komunikasi dan 

Dokumentasi Pimpinan  

100%

=Jumlah sub kegiatan Keprotokoleran, 

Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan 

yang difasilitasi / Jumlah Sub Kegiatan 

pada Pelaksanaan Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan x 100%

3

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tercapainya Nilai LPPD 

yang diinginkan

Nilai Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

(LPPD)

3.1
Administrasi Tata 

Pemerintahan

Tersedianya Dokumen 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Persentase Pelaporan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan yang 

dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-

undangan 

100%

Tersusunnya laporan 

Administrasi Tata 

Pemerintahan

100%

=Jumlah laporan yang dikeluarkan / 

jumlah kegiatan Administrasi Tata 

Pemerintahan x 100%

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tercapainya Nilai Hasil 

Evaluasi RB pada 

Penataan PerUUan yang 

diinginkan

Nilai hasil evaluasi RB 

pada Penataan PerUUan

3.2
Fasilitasi dan Koordinasi 

Hukum

Terlaksananya Fasilitasi 

dan Koordinasi Hukum

Jumlah Perda dan Perbub 

yang ditetapkan 

10 Perda dan 20 

Perbub

Tercapainya Jumlah 

Perda dan Perbub yang 

ditetapkan

100%
=Jumlah Perda dan Perbub yang 

ditetapkan / 30 x 100%



Nomenklatur Target 5 tahun Nomenklatur Target 5 tahun

Hasil (Outcome)No
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan

Sasaran Program dan 

Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program

Indikator Kegiatan
Pengertian  Indikator/ Metodologi 

(Rumus/Formula Program dan 

Kegiatan)

KeteranganKeluaran (output)

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Terlaksananya Kegiatan 

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

yang difasilitasi, 

dimonitoring, dan 

dievaluasi

Persentase urusan 

pemerintahan yang 

difasilitasi, 

dimonitoring, dan 

dievaluasi

3.3 Fasilitasi Kerjasama Daerah

Terlaksananya Kegiatan 

Kerjasama Daerah yang 

difasilitasi

Jumlah Kerjasama Daerah 

yang ditetapkan
10 MOU

Tercapainya Jumlah 

Kerjasama Daerah yang 

ditetapkan

100%
=Jumlah MOU Kerjasama daerah yang 

dihasilkan / 10 MOU x 100%

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Terwujudnya koordinasi 

dan pengembangan  

kebijakan bidang 

keagamaan

Persentase pelaksanaan  

koordinasi dan 

pengembangan  

kebijakan bidang 

keagamaan

3.4
Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya 

Implementasi Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat

Persentase ketersediaan 

laporan pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi 

kebijakan bidang 

kesejahteraan rakyat yang 

tersusun sesuai aturan 

perundang-undangan

100%

Tersedianya laporan 

pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi kebijakan 

bidang kesejahteraan 

rakyat yang tersusun 

sesuai aturan perundang-

undangan

100%

=Jumlah item kegiatan yang 

dilaksanakan / Jumlah item kegiatan 

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat x 100%
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. 

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk 

mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala 

Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang 

keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian 

indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian 

beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya 

disajikan pada table berikut ini. 

Tabel 7.1 
      Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 
 

Tujuan dan 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Kondisi 

Awal 

(2020) 

Target Tahun Kondisi 

AKhir 

(2026) 
2022 2023 2024 2025 2026 

Tujuan 1: 
Meningkatkan 
kualitas 
koordinasi dan 
kebijakan 
bidang 
perekonomian 
dan 
pembangunan 

PDRB Sektor 
Administrasi 

Pemerintahan, 
Pertanahan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib (ADHK) 

Milliar 371,71 379,14 392,04 409,68 428,93 450,81 450,81 

Tujuan 2: 
Mewujudkan 
Reformasi 
Birokrasi pada 
Sekretariat 
Daerah 

Nilai Reformasi 
Birokrasi 

Sekretariat 
Daerah 

Nilai - B B BB BB A A 

Tujuan 3: 
Meningkatkan 
kualitas 
koordinasi dan 
kebijakan 
bidang 
kesejahteraan 
rakyat 

Persentase 
penurunan 

kasus   
kriminalitas 

khusus 

Persen - 5,65 5,2 5,09 4,87 4,1 4,1 
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Sasaran 1: 
Meningkatnya 
kualitas 
koordinasi dan 
kebijakan 
bidang 
perekonomian 
dan 
pembangunan 

PDRB Sektor 
Administrasi 

Pemerintahan, 
Pertanahan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib (ADHK) 

Milliar 371,71 379,14 392,04 409,68 428,93 450,81 450,81 

Sasaran 2: 
Meningkatnya 
kapabilitas dan 
akuntabilitas 
kinerja birokrasi 
pada 
Sekretariat 
Daerah 

Nilai SAKIP 
Setda 

Nilai - B B BB BB A A 

Sasaran 3: 
Meningkatnya 
kualitas 
koordinasi dan 
kebijakan 
bidang 
kesejahteraan 
rakyat 

Persentase 
penurunan 

kasus   
kriminalitas 

khusus 

Persen - 5,65 5,2 5,09 4,87 4,1 4,1 

 

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2021 tentang RPJMD Kbaupaten Barru Tahun 2021-2026, tertuang pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 7.2 
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026 

 

NO Bidang 
Urusan/Indikator 

Kinerja 
Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

Satuan Kondisi 
kinerja pada 
periode awal 

Renstra (2020) 

Target 

2 5 1   2022 2023 2024 2025 2026 akhir 

2 5 1   Sekretariat Daerah 

2 5 1 1  Persentase jumlah 
pengadaan yang 
dilakukan dengan 
metode kompetitif 

% 2,41 4,81 6,01 7,21 8,41 9,61 9,61 

2 5 1 2  Rasio nilai belanja 
yan gdilakukan 
melalui pengadaan 

% 0,07 23,07 26,07 29,07 32,07 35,07 35,07 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

8.1. Kesimpulan 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, 

dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru yang mengacu pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–

2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Barru 

selama lima tahun ke depan. Renstra Sekretariat Daerah ini berfungsi 

sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Barru dalam mencapai target dan sasaran yang telah disepakati 

bersama.  

Dengan pelaksanaan dan implementasi Rencana Strategis ini, 

sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh 

aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, karena akan menentukan 

keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian   

Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi  

saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan 

pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders  sesuai  dengan  

visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Sehingga Renstra dapat 

diimplementasikan dengan  baik  sesuai  dengan  tahapan-tahapan   yang  

telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya 

“good governance”. 

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Barru merupakan dasar 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima 

tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Barru maka telah tersusun salah satu perangkat untuk 

mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan 

pencapaian visi misi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru sangat 

bergantung pada komitmen jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 

dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan 

dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 

Kabupaten Barru dengan penuh tanggungjawab. 

Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran 

dan tujuan bagi aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 
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pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada pemangku kepentingan 

yang ada. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu 

strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun 

melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

 

8.2. Kaidah Pelaksanaan 

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam 

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, Tujuan 

dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan 

keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam 

pemblayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta 

tata kelola pemerinrahan yang baik (good governance). 

Kaidah pelaksanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 

2021-2026 adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Barru agar melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya. 

2. Setiap Bagian berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah setiap tahunnya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra lni. 

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten  Barru Tahun 2021-2026  

harus dilaksanakan oleh seluruh Bagian lingkup Setda Barru secara   

sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. Renstra ini 

juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah  untuk 

turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. 


